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ABSTRAK 

ANALISIS HUKUM PADA  GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK 

DAPAT DITERIMA 

 ( NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD ) 

(STUDI PUTUSAN NO. 7/PDT.G/2023/PN.GNS) 

 

Oleh  

BAGAS SETIAWAN 

Gugatan perceraian yang dinyatakan tidak dapat diterima merupakan putusan 

pengadilan yang dijatuhkan karena tidak terpenuhinya syarat formil gugatan, 

sehingga pokok perkara tidak diperiksa. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek 

procedural dalam hukum acara perdata memiliki peranan penting dalam 

menentukan  dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa oleh pengadilan. Dalam 

praktik peradilan, putusan tidak dapat diterima dalam perkara perceraian masih 

kerap terjadi dan berimplikasipada tertundanya penyelesaian sengketa perkawinan 

secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis dasar pertimbangan 

hukum hakim dalam menyatakan gugatan perceraian tidak dapat diterima serta 

menilai kesesuaiannya dengan hukum acara perdata, sekaligus mengkaji akibat 

hukum dari putusan No 7/Pdt.G/2023/PN.Gns 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. 

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta studi dokumen terhadap 

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns. Seluruh bahan hukum dianalisis secara 

kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum acara perdata dan 

pertimbangan hukum hakim untuk menjawab permasalahan penelitian.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan niet ontvankelijk verklaard dalam 

perkara nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns didasarkan pada adanya cacat formil gugatan, 

Khususnya ketidakjelasan domisili tergugat yang menyebabkan tidak terpenuhinya 

asas kompetensi relatif pengadilan. Akibat hukum dari putusan No 

7/Pdt.G/2023/PN.Gns adalah pokok perkara perceraian tidak diperiksa dan tidak 

mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan para pihak.. selain itu putusan No 

7/Pdt.G/2023/PN.Gns tidak menimbulkan asas ne bis in idem, sehingga penggugat 

dapat mengajukan gugatan kembali setelah memperbaiki kekurangan formil dalam 

gugatan. 

Kata Kunci: Gugatan Perceraian, Niet Ontvankelijk Verklaard, Hukum Acara 

Perdata, Putusan Pengadilan 
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ABSTRACT 

LEGAL ANALYSIS OF DIVORCE LAWSUIT DECLARED INADMISSIBLE 

 (NIET ONTVAKELIJK VERKLAARD)  

(A STUDY OF COURT DECISION NO.7/PDT.G.2023/PN.GNS) 

 

By 

BAGAS SETIAWAN  

Divorce lawsuit declared inadmissible constitute court decision issued due to the 

failure to fulfil the formal requirements of a lawsuit, resulting in the court not 

examining the substance of the case. This condition indicates that procedural law 

play an important role in determining whether or not a case can be examined by 

the court. In judicial practice, decisions declaring divorce lawsuit inadmissible still 

frequently occur and have implications for delaying the legal resolution of marital 

disputes. This study aims to analyze the legal considerations of judges in declaring 

divorce lawsuits inadmissible and to assess their conformity with civil procedural 

law, as well as to examine the legal consequences of decision number 

7/Pdt.G/2023/PN.Gns  

This research is normative legal research employing a statutory approach, a 

conceptual approach, and a case approach. The legal materials consist of primary, 

secondary, and tertiary legal sources obtained through library research and 

document study of decision number 7/Pdt.G/2023/PN.Gns. All lrgal materials are 

analyzed qualitatively by interpreting civil procedural law provisions, legal 

doctrines, and the judges’ legal considerations to address the research problems. 

The results show that the niet ontvakelijk verklaard decision in the case was based 

on formal defects in the lawsuit, particularly the uncertainty of the defemdant’s 

domicile, which resulted in the failure to meet the principle of relative jurisdiction 

of the court. The judges’ considerations were consistent with civil procedural law. 

The decision does not terminate thw material relationship, does not give rise to the 

principle of ne bis in idem, and does not eliminate the plaintiff’s right to refile the 

lawsuit after correcting the formal deficiencies. 

Key Words: Divorce Lawsuit, Niet Ontvankelijk Verklaard, Civil Procedural Law, 

Court Decision 
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(Q.S. Al-Maidah: 8) 

“Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para istri 

dengan cara yang baik” 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perceraian merupakan suatu kondisi hukum dimana hubungan atau ikatan 

pernikahan antara seorang suami dan istri. Secara sah dinyatakan berakhir. 

Perkawinan yang pada awalnya dibentuk dengan tujuan membina kehidupan rumah 

tangga yang harmonis, utuh, langgeng, dan abadi, menjadi terputus akibat 

perceraian tersebut. Dengan putusnya ikatan ini, maka status hukum keduanya pun 

berubah, sehingga tidak lagi memilik hak dan kewajiban sebagai pasangan suami 

isteri. Konsekuensinya, mereka tidak diperbolehkan lagi untuk hidup bersama atau 

menjalin hubungan layaknya suami isteri karena telah kehilangan keabsahan secara 

hukum maupun agama untuk melakukan hal tersebut.1  

Fenomena perceraian di Indonesia terus menunjukkan angka yang tinggi. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 tercatat bahwa 

jumlah perceraian di indonesia mencapai sekitar 394.608 hingga 399.921 kasus. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa dari seluruh pernikahan yang terjadi pada 

tahun 2024, sekitar 26,7% berujung pada perceraian. Meskipun secara statitik 

terdapat tren penururnan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya setelah 

puncak angka perceraian pada tahun 2022 yang mencapai lebih dari 516.000 kasus, 

namun jumlah perceraian pada tahun 2024 masih jauh lebih tinggi dibandingkan 

periode pra-pandemi. Hal ini menegaskan bahwa perceraian tetap menjadi isu 

hukum dan sosial yang relevan untuk dikaji secara mendalam.2 Dirjen Bimbingan 

 
1 Rusdaya Basri, Fikih Munakahat 2,(Prepare: IAIN Prepare Nusantara Press, 2020), hlm. 

2. 
2  Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan 

Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024, melalui laman resmi Badan Pusat Statistik, 

https://www.bps.go.id, diakses pada 15 Desember 2025, pukul 09.58. 

https://www.bps.go.id/
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Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan data kasus perceraian di 

Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Sepanjang 2024 yang lalu.Badan 

Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung mencatat ada 446.359 kasus menurut 

badilag MA. Jumlah ini tentunya mengalami kenaikan.3 

Lebih lanjut, data BPS tahun 2024 juga menunjukkan bahwa mayoritas perkara 

percerian merupakan cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri, 

dengan jumlah mencapai sekitar 308.956 kasus atau sekitar 77,2% dari total 

perceraian. Dominasi cerai gugat ini mengindikasi adanya perubahan dinamika 

dalam rumah tangga serta meningkatnya kesadaran hukum Perempuan terhadap 

hak-haknya. Dari segi penyebab, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus 

menjadi faktor utama percerian dengan jumlah sekitar 251.125 kasus atau sekitar 

63% dari total perkara, disusul oleh masalah ekonomi yang menyumbang lebih dari 

100.000 kasus. Mayoritas kasus perceraian disebabkan permasalahan yang timbul 

akibat penggunaan media sosial, di samping itu faktor ekonomi juga menjadi salah 

satu penyumbang utama terjadinya perceraian.4 Direktur Bina Ketahanan Remaja 

Kementerian Keluarga, Edi Setiawan, menyebut bahwa faktor terbesar penyebab 

perceraian masih didominasi oleh konflik serta masalah dalam kehidupan rumah 

tangga, dengan rincian perselisihan dan pertengkaran ters-menerus sekitar 61,7%, 

diikuti konflik ekonomi sekitar 20%, serta faktor lain seperti ghosting KDRT, dan 

perilaku adiktif.5 

Selain faktor penyebab substantif tersebut, perlu diperhatikan pula aspek 

procedural yang kerap terabaikan, yaitu Ketika gugatan perceraian tidak dapat 

diperiksa lebih lanjut karena dinyatakan niet ontvankelijk verklaard (tidak dapat 

diterima) akibat adanya kekurangan syarat formil, seperti kesalahan penulisan, 

 
3 Batampos, “Semakin Mengkhawatirkan, Sepanjang 2024 Ada 446.359 Pasangan Bercerai 

di Indonesia,”Batampos.co.id, diakses 23 Agustus 2023, Pukul 21.27, 

https://news.batampos.co.id/semakin-mengkhawatirkan-sepanjang-2024-ada-446-359-pasangan-

bercerai-di-indonesia/.  
4 Iba Banaesa, Perkembangan Perceraian Di Indonesia, (Bandung: UIN Sunan Gunung 

Djati, 2022), hlm. 1. 
5 CAN Indonesia, “Ghosting,KDRT, hingga mabuk-mabukan penyebab perceraian tinggi 

di RI, tembus 400 ribu di 2024,” CNA Indonesia , 26 Februari 2025, diakses 23 Agustus 2025, Pukul 

21.43, https://www.cna.id/lifestyle/ghosting-kdrt-mabuk-penyebab-perceraian-400-ribu-2024-

28761.  

https://news.batampos.co.id/semakin-mengkhawatirkan-sepanjang-2024-ada-446-359-pasangan-bercerai-di-indonesia/
https://news.batampos.co.id/semakin-mengkhawatirkan-sepanjang-2024-ada-446-359-pasangan-bercerai-di-indonesia/
https://www.cna.id/lifestyle/ghosting-kdrt-mabuk-penyebab-perceraian-400-ribu-2024-28761
https://www.cna.id/lifestyle/ghosting-kdrt-mabuk-penyebab-perceraian-400-ribu-2024-28761
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ketidaklengkapan identitas, maupun kekeliruan dalam pengajuan hukum.6 Menurut 

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tetang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding 

pengadilan setelah adanya alasan – alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. 

Tata cara beracara diatur lebih lanjut dalam HIR/RBg serta peraturan 

pelaksanaanya.  

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk 

verklaard) pada dasarnya merupakan putusan yang tidak menilai atau memutus 

pokok perkara, melainkan didasarkan pada adanya kekeliruan atau kekurangan 

formil dalam gugatan yang diajukan. Karena merupakan putusan akhir yang bersifat 

negative, maka asas nebis in idem tidak berlaku, sehingga perkara yang sama masih 

dapat diajukan Kembali dikemudian hari.7 

Putusan niet ontvankelijk verklaard memiliki implikasi hukum yang penting bagi 

para pihak karena gugatan tidak diperiksa pada pokok perkaranya. Keputusan ini 

sering kali muncul akibat kelalaian dalam memenuhi syarat formil, seperti 

kesalahan identitas atau kurangnya alat bukti yang jelas. Dalam hukum acara 

perdata, asas actor sequitur forum (gugatan diajukan di domisili tergugat) menjadi 

landasan penting dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan. Jika identitas 

atau domisili tergugat tidak dapat dibuktikan secara sah, gugatan berisiko 

dinyatakan tidak dapat diterima.  

Kasus yang menarik perhatian dalam konteks ini adalah putusan Nomor 

7/Pdt.G/2023/PN.Gns di pengadilan gunung sugih. Dalam perkara ini, penggugat 

(Dewi Meilyawati) mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat (Wignyo Edi 

Suhendro) dengan alasan perselisihan rumah tangga yang berkepanjangan akibat 

kebiasaan tergugat bermain judi dan tidak memberikan nafkah. Meskipun 

penggugat telah mengajukan alat bukti berupa akta perkawinan dan kartu keluarga, 

hakim memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena penggugat tidak 

 
6Tri Jata Ayu Pramesti, “Arti Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO),” Hukumonline, 

5 Maret 2015, Diakses 23 Agustus 2025, Pukul 22.01, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-

putusan-niet-ontvankelike-verklaard-no-lt54F3260E923FB/.   
7 Hayatur Rahmi, Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) Dalam 

Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN. Tkn). (Skripsi 

Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm 64. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-niet-ontvankelike-verklaard-no-lt54F3260E923FB/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-niet-ontvankelike-verklaard-no-lt54F3260E923FB/
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dapat membuktikan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat. 

Ketiadaan bukti ini menyebabkan ketidakjelasan dalam menentukan domisili 

tergugat, yang mengarah pada putusan niet ontvankelijk verklaard. 

Pemilihan putusan No. 7/Pdt/Pdt.G/2023/PN.Gns sebagai objek penelitian 

didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan ini memiliki nilai penting dalam 

kajian hukum acara perdata. Gugatan perceraian dalam perkara ini tidak diperiksa 

substansinya karena dinyatakan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) akibat tidak 

terpenuhinya syarat formil berupa alat bukti identitas tergugat. Hal ini menarik 

untuk diteliti karena menunjukkan bahwa faktor administrative sederhana dapat 

berimplikasi besar dalam jalannya proses peradilan. Dengan mengkaji 

pertimbangan hukum hakim serta akibat hukum dari putusan ini, penelitian 

diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya 

ketelitian dalam penyusunan gugatan perceraian.  

Berdasarkan Pemaparan Latar Belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk 

melaksanakan penelitian ke dalam skripsi yang berjudul “Anaisis Hukum Pada 

Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) 

(Studi Putusan No.7/Pdt.G/2023/Pn.Gns)” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan 

gugatan perceraian tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dalam 

putusan No. 7/Pdt. G/2023/PN.Gns serta kesesuiannya dengan ketentuan 

hukum acara perdata di Indonesia? 

2. Apa saja akibat hukum dari gugatan perceraian yang dinyatakan tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijk verklaard) dalam putusan 

No.7/Pdt.G/2023/PN.Gns?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk menganilisis bentuk dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam 

menyatakan gugatan perceraian tidak dapat diterima (niet ontvankelijk 

verklaard) dalam putusan No. 7/Pdt.G/2023/PN.Gns serta menilai 

kesesuaiannya dengan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia. 

2. Untuk mengkaji akibat hukum yang timbul dari gugatan perceraian yang 

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) berdasarkan 

Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PN.Gns. 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan ruang 

lingkup kajian pembahasan. Ruang Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini 

berada dalam ranah hukum perdata, khususnya hukum acara perdata yang mengatur 

mengenai proses dan tata cara pengajuan gugatan di pengadilan. 

Ruang Lingkup kajian pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada analisis 

terhadap faktor-faktor penyebab gugatan yang tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijk verklaard) berdasarkan putusan nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns.   

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang mencakup kegunaan 

teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan 

dalam bidang hukum acara perdata, khususnya mengenai penerapan asas formil 

dalam perkara gugatan perceraian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

bahan referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain dalam mengkaji 

putusan niet ontvankelijk verklaard, serta memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum perdata formil. 
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2. Secara Praktis 

Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis 

bagi para pihak yang beracara di pengadilan, terutama dalam Menyusun 

gugatan perceraian yang memenuhi syarat formil agar tidak dinyatakan tidak 

dapat diterima. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi 

praktisi hukum seperti advokat dan hakim dalam menerapkan prinsip kehati-

hatian terhadap aspek formil gugatan dalam perkara perdata.  



 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan  

2.1.1 Definisi Perkawinan  

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakikat perkawinan 

adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai 

suami istri. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan 

formal semata, melainkan juga sebagai ikatan batin yang menyatukan pasangan 

yang sah sebagai suami istri.8  

Kata nikah berasal dari Bahasa Arab nikahun yang secara etimologis berarti 

menikah. Dalam Bahasa Arab, lafaz nikah juga mengandung makna bersetubuh dan 

bersenang-senang. Secara terminologis, nikah diartikan sebagai suatu akad (ijab 

qabul) yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan Perempuan sebagai suami 

istri, dengan tujuan membentuk keluarga sesuai syarat dan rukun yang telah 

ditentukan.9 

Istilah nikah lazim digìunakan dalam Bahasa Indonìesia dan dimaknai sìebagai Ijab 

qabìul (akad nikah) yang mìewajibkan adanya pìernyataan lisan antara sìeorang laki-

laki dan Pìerìempìuan ìuntìuk mìelangsìungkan pìernikahan sìesìuai dìengan kìetìentaìuan 

yang ditìetapkan dalam islam. Dalam Kompilasi Hìukìum Islam (KHI) Pasal 2 

ditìegaskan bahwa pìernikahan mìerìupakan akad yang sangat kìuat (mitsaqan 

ghalidzan) ìuntìuk mìenaati pìerintah Allah, sìehingga pìelaksanaannya dipandang 

sìebagai sìuatìu bìentìuk ibadah.10 

 
8 Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Hukum Keluarga Islam (Bandar Lampung: 

Zam-zam Tower, 2017), hlm. 27 
9 Burhanuddin, Nikah Siri “Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri” 

(Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 30.  
10 Mardani, Hukum Keluarga islam Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.25.  
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Abd Al-Rahman Al-Jazayri dalam karyanya Al-Fiqh ‘ala Al-Madhahib Al-Arba’ah 

mìenjìelaskan bahwa para ìulama mìemiliki pìerbìedaan pandangan mìengìenai makna 

dasar dari kata nikah yaitìu sìebagai bìerikìut: 

a) Sìebagian ìulama bìerpìendapat adalah pìersìetìubìuhan. 

b) Ada yang mìemahami nikah sìebagai hakikat dari akad 

c) Tìerdapat pìula pìendapat yang mìenyatakan bahwa nikah mìerìupakan gabìungan 

antara akad dan pìersìetìubìuhan.11 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian  

2.2.1 Definisi Perceraian  

Mìenìurìut Kamìus Bìesar Bahasa Indonìesia, Pìercìeraian diartikan sìebagai pìerpisahan 

antara sìuami dan istri, Dimana istilah “bìercìerai” mìerìujìuk pada tindakan 

mìenjatìuhkan talak ataìu mìemìutìuskan ikatan sìebagai pasangan sìuami istri. 

Sìemìentara itìu, Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hìukìum Acara Pìerdata mìenjìelaskan 

bahwa pìercìeraian mìerìupakan pìenghapìusan pìerkawinan mìelalìui pìutìusan hakim, 

yang diajìukan olìeh salah satìu pihak dalam pìerkawinan dìengan bìerlandaskan alasan-

alasan yang tìelah diatìur dalam ìundang-ìundang.  

Istilah pìercìeraian tìercantìum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 1974 

yang mìengatìur sìecara fakìultatif bahwa “pìerkawinan dapat bìerakhir karìena 

kìematian, pìercìeraian, ataìu atas pìutìusan pìengadilan.” Dìengan dìemikian, sìecara 

yìuridis pìercìeraian dipahami sìebagai bìerakhirnya pìerkawinan yang sìekaligìus 

mìengakhiri hìubìungan hìukìum antara sìuami dan istri.12 

Mìenìurìut Sìubìekti, pìercìeraian dipahami sìebagai pìenghapìusan pìerkawinan yang 

dilakìukan mìelalìui pìutìusan hakim atas dasar tìuntìutan dari salah satìu pihak dalam 

pìerkawinan. Dìengan dìemikian, pìercìeraian mìenìurìut sìubìekti mìerìupakan 

pìenghapìusan pìerkawinan baik mìelalìui pìutìusan hakim maìupìun atas pìermintaan 

sìuami ataìu istri, sìehingga hìubìungan pìerkawinan antara kìedìuanya mìenjadi bìerakhir. 

  

 
11 Zulkarnaini Umar, Perkawinan dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah 

(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm.3. 
12 Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian (Palembang: Sinar Grafika, 2012), hlm.15 
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Namìun dìemikian, sìubìekti tidak mìemasìukkan kìematian yang lazim disìebìut cìerai 

mati sìebagai bìentìuk pìercìeraian.13 

Bìerdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hìukìum Islam (KHI), pìercìeraian didìefinisikan 

sìebagai prosìes pìengìucapan ikrar talak yang wajib dilaksanakan dihadapan ol ìeh 

hakim Pìengadilan Agama. Apabila ikrar talak diìucapkan di lìuar pìersidangan, maka 

talak tìersìebìut dianggap sìebagai talak liar yang tidak sah dan tidak m ìemiliki 

kìekìuatan hìukìum. Sìuami istri yang bìercìerai tìetap mìemiliki hak atas harta Bìersama, 

yaitìu harta yang dipìerolìeh sìelama pìerkawinan, yang dibagi sìecara tidak adil antara 

mantan sìuami dan mantan istri dìengan porsi yang sama bìesar. Sìelain itìu istilah 

pìercìeraian jìuga tìerdapat dalam Pasal 39 ayat (1) mìengatìur bahwa pìercìeraian hanya 

dapat dilakìukan di dìepan pìersidangan sìetìelah pìengadilan bìerìupaya mìendamaikan 

kìedìua bìelah pihak. Mìeskipìun adanya Tindakan sìewìenang-wìenang dari pihak 

sìuami, prosìes pìercìeraian tìetap harìus dilakìukan mìelalìui Lìembaga pìeradilan.14 

2.2.2 Bentìuk Dan Macam Perceraian 

bìentìuk dan macam pìercìeraian di Indonìesia, apabila ditinjaìu dari tata cara prosìes 

bìeracara di Pìengadilan Agama, tìelah diatìur dalam Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 9 

Tahìun 1975. Rìegìulasi tìersìebìut mìembìedakan pìercìeraian mìelalìui ikrar talak dan 

pìercìeraian bìerdasarkan gìugatan pìercìeraian: 

1. Cìerai Talak  

Sìecara ìetimologis, kata talak bìerasal dari Bahasa Arab al-talaq, tìurìunan dari al-

itlaq, yang bìerarti mìelìepaskan ataìu mìeninggalkan. Sìebagai contoh, ìungkapan “saya 

mìelìepaskan tawanan” bìermakna mìembìebaskan orang tìersìebìut. Dalam tìersìebìut. 

Mìenìurìut Al-Jazairy, talak adalah Tindakan mìenghapìus ataìu mìengìurangi ikatan 

pìerkawinan dìengan mìenggìunakan lafal tìertìentìu. Abìu Zakaria A—anshari 

mìendìefinisikan talak sìebagai pìelìepasan akad nikah mìelalìui ìucapan talak ataìu 

ìucapan sìejìenisnya. Ibnìu Mas’ìud dan Zainal Abidin bìerpìendapat bahwa talak 

mìerìupakan sìuatìu pìerbìuatan halal, tìetapi dibìenci olìeh Allah Swt. Dìengan dìemikian 

 
13 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian 

(Jakarta: Sinar Grafika,  2016), hlm.18 
14 Muhammad Syaifuddin, dkk., Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 19. 
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sìecara syar’i talak bìerarti mìelìepaskan ikatan pìerkawinan mìelalìui lafal ataìu 

pìernyataan yang mìenìunjìukkan pìercìeraian.15 

Tìerminologi para ahli fikih, pìercìeraian disìebìut dìengan istilah talak ataìu fìurqah. 

Talak dipahami sìebagai Tindakan mìelìepaskan ikatan ataìu mìembatalkan pìerjanjian, 

sìedangkan fìurqah bìerarti pìerpisahan. Kìedìua istilah tìersìebìut digìunakan sìecara 

bìergantian olìeh para ahli fikih ìuntìuk mìerìujìuk pada pìerpisahan antara sìuami dan 

istri.16 

Talak pada prinsipnya hanya dikìenal dalam kontìeks pìercìeraian mìenìurìut hìukìum 

islam, dan pìengatìurannya sìecara komprìehìensif tìerdapat dalam Kompilasi Hìukìum 

Islam (KHI). Pasal 117 KHI mìenyìebìutkan bahwa talak adalah ikrar sìuami 

dihadapan siding Pìengadilan Agama yang mìenjadi salah satìu pìenyìebab pìutìusnya 

pìerkawinan, sìebagaimana mìekanismìe yang dijìelaskan dalam Pasal 129,130, dan 

131. Dalam KHI, talak dibìedakan mìenjadi tiga jìenis, yaitìu:  

a. Talak Raj’I  

b. Talak raj’I adalah talak pìertama ataìu kìedìua yang dijatìuhkan sìuami kìepada 

istrinya, di mana sìuami masih mìemiliki hak ìuntìuk mìerìujìuk istrinya sìelama masa 

iddah bìerlangsìung (Pasal 118 KHI). 

c. Talak Ba’in Sìughra, yakni talak yang tidak dapat dirìujìuk Kìembali. Jika mantan 

sìuami dan mantan istri ingin Kìembali Bìersama, maka kìedìuanya harìus 

mìelangsìungkan akad nikah yang barìu. 

d. Talak Ba’in Kìubra, yaitìu talak yang tìerjadi sìetìelah sìuami mìenjatìuhkan talak 

ìuntìuk kìetiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirìujìuk dan mantan pasangan tidak 

dapat dinikahkan Kìembali, kìecìuali jika mantan istri tìerlìebih dahìulìu mìenikah 

dìengan laki-laki lain, kìemìudian tìerjadi pìercìeraian sìetìelah ba’da al-dìukhìul dan 

bìerakhir masa iddahnya, barìulah ia bolìeh mìenikah Kìembali dìengan mantan 

sìuami tìerdahìulìu (Pasal 120 KHI).17 

 
15Syahrizal Abbas, “Putusan Talak Raj’I pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam 

terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH,” Jurnal 

Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.3, No. 1 (2019), hlm.3.   
16 Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Keadilan Progresif, Vol. 5, No.1 (Maret 2014), hlm. 125. 
17 Diannita Mustikasari Sudrajat dan Aliesa Amanita “Penyelesaian Perkara Perceraian 

dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung,” Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 2 

(2020), hlm.187-188. 
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2. Cìerai Gìugat  

Hak ìuntìuk bìercìerai dalam islam tidak hanya dimiliki olìeh sìuami, mìelainkan jìuga 

olìeh istri yang bìerhak mìengajìukan talak tìerhadap istrinya, dan sìebaliknya, sìeorang 

istri pìun dapat mìeminta agar sìuaminya mìencìeraikannya mìelalìui mìekanismìe cìerai 

gìugat. Khìulìu’ ataìu cìerai gìugat adalah pìercìeraian yang tìerjadi atas pìermintaan istri 

dìengan mìembìerikan tìebìusan (iwadl) kìepada sìuaminya, yang dilakìukan dìengan 

pìersìetìujìuan sìuami. Kìetìentìuan mìengìenai hal ini jìuga diatìur dalam Pìeratìuran 

Pìemìerintah Nomor 9 Tahìun 1975 sìebagai pìeratìuran pìelaksana Undang-Undang 

Nomor 16 Tahìun 2019 tìentang pìerkawinan, khìusìusnya tìerkait aspìek tìeknis 

mìengìenai kompìetìensi wilayah pìengadilan, yang tìurìut mìengalami pìerìubahan dalam 

pìerkara cìerai talak.18 

Kompilasi Hìukìum Islam (KHI), alasan yang digìunakan dalam cìerai gìugat harìus 

sìejalan dìengan alasan pìercìeraian pada ìumìumnya, karìena cìerai gìugat mìerìupakan 

salah satìu bìentìuk dari pìercìeraian itìu sìendiri. Kìetìentìuan alasan pìercìeraian tìersìebìut 

diatìur dalam Pasal 116 KHI: 

a. Salah satìu pihak bìerbìuat zina ataìu mìenjadi pìemabìuk, pìemadat, pìenjìudi dan lain 

sìebagainya yang sìukar disìembìuhkan. 

b. Salah satìu pihak mìeninggalkan pihak lain sìelama 2 (dìua) tahìun bìertìurìut-tìurìut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ataìu karìena hal lain dilìuar 

kìemampìuannya. 

c. Salah satìu pihak mìendapat hìukìuman pìenjara 5 (lima) tahìun ataìu hìukìuman yang 

lìebih bìerat sìetìelah pìerkawinan bìerlangsìung. 

d. Salah satìu pihak mìelakìukan kìekìejaman ataìu pìenganiayaan bìerat yang 

mìembahayakan pihak lain. 

e. Salah satìu pihak mìendapat cacat badan ataìu pìenyakit dìengan akibat tidak dapat 

mìenjalankan kìewajibannya sìebagai sìuami ataìu istìeri. 

f. Antara sìuani dan istìeri tìerìus mìenìerìus tìerjadi pìersìelisihan dan pìertìengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidìup rìukìun lagi dalam rìumah tangga.  

 
18 Jamaludin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Sulawesi: Unimal 

Press,2016), hlm. 112.  
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g. Sìuami mìelanggar taklik talak  

h. Pìeralihan agama ataìu mìurtad yang mìenyìebabkan tìerjadinya kìetidak rìukìunan 

dalam rìumah tangga. 

2.3 Tinjaìuan Umum Hukum Acara Perdata 

2.3.1 Pengertian Hukum Acara Perdata                                                                                                                                                                                                                                

Hìukìum Acara Pìerdata mìerìupakan bagian dari hìukìum formil yang bìerfìungsi ìuntìuk 

mìenìegakkan dan mìelindìungi hak-hak dalam hìukìum pìerdata matìeriil mìelalìui 

mìekanismìe pìengadilan Kìetika tìerjadi pìelanggaran ataìu sìengkìeta. Sìelain itìu, hìukìum 

acara pìerdata jìuga mìemìuat kìetìentìuan mìengìenai prosìedìur pìermohonan kìe 

pìengadilan gìuna mìempìerolìeh pìengakìuan ataìu kìepastian hìukìum, mìeskipìun tidak 

ada sìengkìeta. Sìecara ìumìum, hìukìum acara pìerdata mìengatìur sìelìurìuh tahapan 

pìenyìelìesaian pìerkara pìerdata di hadapan hakim, mìulai dari pìenyìusìunan dan 

pìengajìuan gìugatan, prosìes pìemìeriksaan di pìersidangan, hingga pìengambilan 

pìutìusan dan pìelaksanaan ataìu ìeksìekìusi atas pìutìusan tìersìebìut.19   

2.3.2 Sumber Hukum Acara Perdata  

Sìumbìer Hìukìum Acara Pìerdata Tìerdiri atas: 

a. Sìumbìer hìukìum matìerial, yaitìu bahan dasar ataìu asal mìula dari pìembìentìukan 

norma hìukìum. 

b. Sìumbìer hìukìum formal, yaitìu sìesìuatìu yang dapat dijadikan norma hìukìum dan 

bìerfìungsi sìebagai dasar yìuridis ìuntìuk hìubìungan ataìu pìeristiwa hìukìum tìertìentìu. 

Adapìun Sìumbìer Hìukìum Formal mìencakìup: 

a. Sìunbìer Hìukìum matìerial, yang mìelipìuti sìumbìer filosofis, sìumbìer yìuridis, 

sìumbìer historis, dan sìumbìer sosiologis. 

Sìumbìer Hìukìum Formal sìendiri dibagi mìenjadi dìua katìegori: 

b. Sìumbìer hìukìum tìertìulis, sìepìerti 3HIR (staatsblad 1884 No.. 16, Staatblad 1941 

No. 44), RBg (Staatsblad 1927 No. 227), Rv (Staatsblad 1847 No. 52, 

Staatsblad 1849 No. 63), Bìukìu IV KUH Pìerdata, KUHD, sìerta bìerbagai 

Undang-Undang spìerti Undang-Undang Pìerlindìungan Konsìumìen, Undang-

 
19 E Hadrian dan L. Hakim, Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi 

dan Mediasi, (Yogyakarta: Deepublish. 2020), hlm 1 
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Undang Kìepailitan, Undang-Undang Pìerkawina, Undang-Undang Kìehakiman, 

Undang-Undang Mahkamah Agìung, Undang-Undang Advokat, Undang-

Undang Pìeradilan Umìum, dan Undang-Undang Pìengìelolaan Lingkìungan 

Hidìup. 

c. Sìumbìer Hìukìum Tidak Tìertìulis, Yang mìelipìuti Yìurisprìudìensi, Doktrin, dan 

Kìebiasaan.20 

2.3.3 Sìejarah Hìukìum Acara Pìerdata 

Sìejarah Hìukìum Acara Pìerdata tidak dapat dipisahkan dari pìerkìembangan sistìem 

pìeradilan pada masa hindia Bìelanda. Pada saat itìu, tìerdapat bìerbagai Lìembaga 

pìeradilan, yakni Gìubìernìemìen (pìeradilan yang disìelìenggarakan olìeh pìemìerintah 

Hindia Bìelanda) sìerta pìeradilan – pìeradilan lain yang tìelah ada sìebìelìum kìedatangan 

Bìelanda) sìerta pìeradilan – pìeradilan lain yang tìelah ada sìebìelìum kìedatangan 

Bìelanda di Nìusantara. Pìeradilan Gìubìernìemìen tìerbagi mìenjadi dìua, yaitìu pìeradilan 

ìuntìuk golongan Eropa dan yang disamakan, sìerta pìeradilan ìuntìuk golongan 

Bìumipìutra. Karìena adanya plìuralismìe dalam sistìem pìeradilan ini. Maka tìerdapat 

bìebìerapa jìenis hìukìum acara yang bìerlakìu. Pìeradilan ìuntìuk golongan Eropa dan 

yang dipìersamakan mìenggìunakan hìukìum acara pìerdata bìerdasarkan BRv, 

Sìedangkan ìuntìuk golongan bìumipìutra dibìerlakìukan dìua hìukìum acara, Yaitìu HIR 

ìuntìuk wilayah Jawa dan Madìura, sìerta RBg ìuntìuk wilayah di lìuar Jawa dan Madìura 

(Daìerah sìekarang).21 

2.3.4. Tujuan Hukum Acara Perdata 

Hìukìum yang dibìuat manìusia tìentìu mìemiliki tìujìuan yang ingin dicapai, tìermasìuk 

jìuga dalam hìukìum acara pìerdata. Bìerdasarkan Fìungsinya Hìukìum Acara Pìerdata 

bìertìujìuan anatara lain: 

a. Mìencìegah Tindakan main hakim sìendiri (ìeigìenrichting) 

b. Mìenìegakkan hìukìum pìerdata matìeriil 

 
20 Yulia, Hukum Acara Perdata, (Aceh: Unimal Press, 2018), hlm. 2 
21 Benny Rijanto, Hukum Acara Perdat Dalam: Sjarah, Sumber  Dan Asas-Asas Hukum 

Acara Perdata (Mpdul 1). (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hlm 1.23. 
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c. Mìenjamin sìerta mìelindìungi hak dan kìepìentingan individìua taìu kìelompok 

sìebagai sìubjìek hìukìum.22 

Dari sìegi Tìujìuannya, Hìukìum Acara Pìerdata mìemiliki karaktìeristik sìebagai bìerikìut: 

a. Bìersifat Mìengatìur 

Hìukìum Acara Pìerdata bìersifat mìengatìur karìena mìenìetapkan tata cara 

bagaimana sìesìeorang mìempìertahankan haknya dan mìendapatkan pìerlindìungan 

Hìukìum mìelalìui pìengadilan. Contohnya, kìetìentìuan mìengìenai pìenyìusìunan dan 

pìengajìuan gìugatan olìeh pihak yang mìerasa haknya dirìugikan akibat pìerbìuatan 

mìelanggar hìukìum (onrìechtnatigìedaad), sìepìerti tìercantìum dalam Pasal 1365 

KUHPìerdata. Bìerdasarkan kìetìentìuan hìukìum pìerdata matìeriil, sìesìeorang dapat 

mìengajìukan tìuntìutan bìerìupa gìugatan pìerbìuatan mìelawan hìukìum di pìengadilan 

nìegìeri. Dalam mìengajìukan gìugatan, pìenggìugat harìus mìempìerhatikan aspìek-

aspìek sìepìerti isi  gìugatan, siapa saja pihak yang tìerlibat, sìerta kompìetìensi 

pìengadilan yang bìerwìenang. Sìemìua prosìedìur ini diatìur dalam hìukìum acara 

pìerdata, sìehingga hìukìum acara pìerdata disìebìut bìersifat mìengatìur, yakni 

mìengatìur sìelìurìuh tahapan bìeracara di pìengadilan mìulai dari pìengajìuan gìugatan 

ataìu pìermohonan hingga dikìelìuarkannya pìutìusan olìeh majìelis hakim. 

b. Bìersifat Mìemaksa 

Sìelain mìengatìur, Hìukìum Acara pìerdata jìuga mìemiliki sifat mìemaksa, artinya, 

kìetìentìuan dalam Hìukìum Acara Pìerdata bìersifat mìengikat dan harìus dipatìuhi 

olìeh pihak-pihak yang bìersìengkìeta. Sìemìua prosìedìur yang tìelah diatìur wajib 

diikìuti, sìepìerti misalnya kìetìentìuan mìengìenai tìenggat waktìu ìuntìuk mìengajìukan 

banding atas pìutìusan pìengadilan Tingkat pìertama, yakni dalam jangka waktìu 

14 hari sìetìelah pìembìeritahìuan pìutìusan, sìebagaimana ditìetapkan dalam Pasal 7 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahìun 1947 tìentang Pìeratìuran Pìeradilan 

Ulangan Di Jawa dan Madìura.23 

 
22 D.H. Danialsyah, M.R. Lubis, dan G.T.P. Siregar. Hukum Acara Perdata: Teori dan 

Praktek  (Medan: CV. Sentosa Mandiri. 2023), hlm. 17. 
23 Ibid hlm 18-19. 



15 

 

2.3.5. Asas-Asas Hukum Acara Perdata 

Rijanto (n.d) mìenjìelaskan bahwa Asas Hìukìum Acara Pìerdata tìerdiri dari.; 

a. Hakim bìersifat mìenìunggìu 

Hakim hanya mìemìeriksa pìerkara yang diajìukan. Ia tidak bolìeh mìencari ataìu 

mìenciptakan pìerkara sìendiri. 

b. Hakim Pasif  

Hakim tidak mìenìentìukan pokok pìerkara, ia hanya mìemìeriksa bìerdasarkan apa 

yang diajìukan para pihak 

c. Hakim Aktif  

Mìeskipìun rìuang lingkìup pìerkara ditìentìukan para pihak, hakim aktif mìemimpin 

pìersidangan, mìemanggil saksi, dan mìelancarkan jalannya pìerkara. 

d. Sidang tìerbìuka ìuntìuk ìumìum 

Pìersidangan harìus tìerbìuka ìuntìuk ìumìum, kìecìuali ìundang-ìundanng mìengatìur lain 

(Pasal 13 ayat (3) UU 48/2009), agar mìenjaga transparansi 

e. Mìendìengar kìedìua bìelah pihak  

Hakim harìus mìempìerlakìukan kìedìua pihak sìecara adil, mìembìerikan kìesìempatan 

sama ìuntìuk mìengìemìukakan pìendapat. 

f. Pìutìusan harìus disìertai alasan 

Sìetiap pìutìusan wajib disìertai alasan yang logis dan hìukìum, sìebagai bìentìuk 

pìertanggìungjawaban hakim 

g. Hakim harìus mìenìunjìuk dasar hìukìum pìutìusan  

Hakim tidak bolìeh mìenolak pìerkara karìena kìekìurangan hìukìum (Pasal 10 ayat 

(1) UU 48/2009), hakim wajib mìenggali nilai hìukìum dan kìeadilan yang hidìup 

dimasyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009) 

h. Hakim harìus mìemìutìus sìemìua tìuntìutan 

Hakim wajib mìemìutìus sìelìurìuh tìuntìutan yang diajìukan tanpa mìelìebihinya (ìultra 

pìetita non cognoscitìur) 

i. Bìeracara dikìenakan biaya  

Sìetiap pìerkara dikìenakan biaya, kìecìuali pihak tidak mampìu yang dapat 

mìengajìukan pìermohonan bìerpìerkara sìecara Cìuma-Cìuma (prodìeo) 

 



16 

 

j. Tidak ada kìeharìusan mìewakilkan  

Para pihak tidak wajib mìenggìunakan kìuasa hìukìum dalam bìeracara, bolìeh 

langsìung mìenghadap sìendiri di pìengadilan. 24 

2.3.6. Proses Beracara Hukum Acara Perdata  

Prosìes bìeracara hìukìum acara pìerdata, dialkìukan mìelalìui banyak tahapan. Prof. 

Abdìulkadir Mìuhammad mìenjìelaskan dalam bìukìunya Hìukìum Acara Pìerdata 

Indonìesia, bahwa prosìes bìeracara dalam pìerkara pìerdata mìelipìuti bìebìerapa 

tahapan, yaitìu: 

1. Pìenyìusìunan Sìurat Gìugatan 

Apabila sìuatìu pìerkara tidak dapat disìelìesaikan sìecara damai olìeh pihak-pihak 

yang bìerpìerkara, jalan tìerakhir yang dapat ditìempìuh ialah mìemohon 

pìenyìelìesaian mìelalìui pìengadilan nìegìeri. Olìeh karìena itìu pìenggìugat mìegajìukan 

gìugatan kìepada kìetìua pìengadilan yang bìerwìenang.pìermohonan gìugatan dapat 

diajìukan sìecara tìertìulis ataìu sìecara lisan jika pìenggìugat tidak dapat mìenìulis. 

Tiga hal yang pìerlìu dimìuat dan dipìerhatikan dalam sìurat gìugatan,  

a. Kìetìerangan lìengkap mìengìenai pihak-pihak yang bìerpìerkara, mìelipìuti nama, 

ìumìur, Alamat, pìekìerjaan, dan agama 

b. Dasar gìugatan yang mìemìuat ìuraian tìentang kìejadian ataìu pìeristiwa dan ìuraian 

tìentang hìukìum, yaitìu bìerisi hak dalam hìubìungan hìukìum yang mìenjadi dasar 

yìurdis gìugatan itìu. 

c. Tìuntìutan yang diajìukan pìenggìugat agar dipìutìuskan olìeh pìengadilan. Tìuntìutan 

dapat dibagi lagi mìenjadi dìua, yaitìu tìuntìutan primìer (tìuntìutan pokok) dan 

tìuntìutan sìekìundìer (tìuntìutan pìengganti).  

2. Pìengajìuan Pìermohonan Gìugatan 

Mìenìurìut kìetìentìuan hìukìum acara pìerdata, pìermohonan gìugatan diajìukan  kìepada 

kìetìua pìengadilan nìegìeri yang daìerah hìukìumnya mìelipìuti daìerah tìempat tinggal 

tìergìugat. 

 
24 Rijanto. Op. cit hlm 126-138. 
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3. Pìembìerian Kìuasa 

Pìenggìugat dapat mìencantìumkan pìembìerian kìuasa dalam sìurat gìugatannya. 

Pìembìerian kìuasa dìengan sìurat kìuasa khìusìus artinya mìenìunjìuk pada jìenis 

pìerkara tìertìentìu dìengan rincian isi kìuasa yang dibìerikan. Pìenìerima kìuasa jìuga 

dapat mìelimpahkan kìuasa kìepada pihak pìengganti pìenìerima kìuasa yang disìebìut 

hak sìubstitìusi. Didalam isi sìurat khìusìus harìus mìemìuat 

a. Idìentitas pìembìeri kìuasa dan pìenìerima kìuasa 

b. Isi pokok sìengkìeta pìerdata 

c. Rincian isi kìuasa yang dibìerikan  

d. Mìemìuat hak sìubstitìusi. 

Syarat pìenìerima kìuasa khìusìus tidak harìus ahli hìukìum yang bìertitìel, tìetapi siapa 

saja bisa mìenìerima kìuasa, asalkan dìengan syarat yaitìu paham hìukìum. Akan 

tìetapi dimasa sìekarang pìenìerima sìurat kìuasa khìusìus sìudah di atìur dalam 

Undang-Undang No 18 Tahìun 2003, bahwa pìenìerima kìuasa khìusìus harìus 

mìemìenìuhi syarat: 

a. Sarjana Hìukìum Univìersitas ataìu yang sìetara dibìuktikan dìengan sìertifikat 

yang diakìui yang tìelah ditìerbitkan ataìu diakìui olìeh nìegara sìecara sah 

b. Lìulìus Ujian dan pìelatihan Advokat yang disìelìenggarakan olìeh 

Pìerhimpìunan Advokat Indonìesia (Pìeradi) 

c. Diangkat sìecara rìesmi dìengan sìurat Kìepìutìusan Kìetìua Pìeradi 

d. Dilantik dìengan pìengìucapan sìumpah Advokat olìeh pìengadilan tinggi 

sìetìempat.  

4. Pìersiapan Pìemìeriksaan Pìerkara  

Pìemìeriksaan pìerkara dalam prosìes bìeracara hìukìum acara pìerdata mìelipìuti: 

a. Pìenìunjìukan Majìelis Hakim 

Prosìes ini dilakìukan olìeh kìetìua majìelis pìengadilan nìegìeri yang mìenìetapkan 

majìelis hakim yang akan mìemriksa pìerkara pìerdata. 

b. Pìemanggilan Para Pihak Yang Bìerpìerkara 

Kìetìua majìelis hakim mìemìerintahkan kìepada panitìeraìuntìuk mìemanggil 

kìedìua bìelah pihak agar hadir pada waktìu siding yang tìelah ditìetapkan 

bìesìerrta para saksi yang mìerìeka minta ìuntìuk didìengar dan dìengan 

mìembawa sìurat-sìurat bìukti yang dipìerlìukan. 
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5. Pìemìeriksaan Pìerkara  

Pìemìeriksaan pìerkara mìelipìuti bìebìerapa agìenda, yaitìu: 

a. Pìemìeriksaan olìeh majìelis hakim 

Pìemìeriksaan pìerkara dimìuka siding pìengadilan dilakìukan olìeh satìu tim 

hakim, yang tìerdiri dari 3 orang hakim, sìeorang bìertindak sìebagai hakim 

kìetìua, dan dìua orang ìuntìuk bìertìugas mìenjadi hakiìum anggota.  

b. Sidang tìerbìuka ìuntìuk ìumìum  

Bagian ini adalah awal dari pada pìersidangan, majìelis hakim dalam mìuka 

pìersidangan akan mìenyatakan siding dibìuka dan tìerbìuka ìuntìuk ìumìum, 

majìelis hakim mìemìeriksa para pihak. Tìerlìebih dahìulìu mìenanyakan idìentitas 

para pihak, yang mìencakìup nama, ìumìur, pìekìerjaan, tìempat tinggal dan yang 

lainnya. Sìerta kìetìua hakim akan mìenanyakan mìengapa dia di panggil kìe 

mìuka siding, dan apakah sìudsh mìenìerima sìurat gìuagatan yang ditìujìukan 

kìepadanya. Kìemìudian hakim jìuga mìenjìelaskan pìerkara mìerìeka, dan itìu 

bìertìujìuan ìuntìuk mìembìuka jalan pìerdamaian (rìeconciliation). Apabila jalan 

damai tidak ditìemìukan, maka majìelis hakim mìelanjìutkan dìengan 

mìenanyakan pokok pìerkara. Para pihak mìembìerikan kìetìerangan 

mìengajìukan saksi-saksi, dan mìembìerikan alat bìukti lainnya gìuna 

mìeyakinkan majìelis hakim. Didalam sidang dibìuka dan tìerbìuka ìuntìuk 

ìumìum ini, pìenggìugat mìembacakan sìurat gìugatannya. 

6. Jawaban Tìergìugat (Eksìepsi) 

Didalam sìebìuah pìersidangan jawab mìenjawab amatlah sangat pìenting gìuna 

mìelakìukan pìembìelaan, jawaban tìergìugat dapat dilakìukan sìecara tìertìulis dan 

lisan, jawaban tìerlìuis hìendalah disìusìun dìengan baik agar bisa mìenahan 

sìerangan gìugatan pìenggìugat. 

Didalam jawaban tìergìugat jìuga tìerdapat bagian pìengakìuan dan bantahan yang 

sifatnya adalah mìengikat, pìengakìuan adalah jawaban yang mìembìenarkan isi 

gìugatan. Sìemìentara bantahan adalah adalah pìernyataan yang tidak 

mìembìenarkan apa yang digìugatkan kìepada tìergìugat. 
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7. Pìembìuktian 

Pìembìuktian adalah sìuatìu prosìes pìengìungkapan fakta-fakta yang mìenyatakan 

bahwa sìuatìu pìeristiwa hìukìum apakah bìenar sìudah tìerjadi. Alat bìukti mìelipìuti, 

alat bìukti sìurat, alat bìukti saksi, alat bìukti dìugaan, alat bìukti pìengakìuan dan alat 

bìukti sìumpah. 

8. Kìepìutìusan pìengadilan  

Majìelis hakim dalam Kìepìutìusan pìengadilan artinya majìelis hakim tìelah 

mìenìemìukan tìemìuan hìukìum ìuntìuk mìembacakan amar pìutìusan. Hakim dalam 

mìenjatìuhkan pìutìusan mìelalìui bìerbagai pìertimbangan yang matang, yang 

didapatkan dalam pìerosìes pìersidangan. Salah satìunya mìelalìui yìurisprìudìensi 

ataìu biasa kita kìenal dìengan pìenìelitian tìerdahìulìu. Yìurisprìudìensi mìenjadi salah 

satìu hal pìertimbangan dari hakim dalam mìemìutìus pìerkara, kìemìudian dalam 

mìenjatìuhkan pìutìusan, ada kìemìungkinan dari majìelis hakim ìuntìuk mìenjatìuhkan 

pìutìusan sìemìentara. Yang bìerfìungsi ìuntìuk mìemìungkinkan dan mìempìermìudah 

kìelanjìutan pìemìeriksaan pìerkara sìetìerìusnya.  

Sìemìentara pìutìusan akhir diatìur lagi dalam hìukìum acara pìerdata, yang mìembagi 

pìutìusan mìenjadi 3 jìenis, yaitìu pìutìusan Condìemnatoir (pìutìusan yang 

mìembìebani pihak yang kalah dìengan hìukìuman sanksi), pìutìusan dìeclaratoir 

(pìutìusan yang bìersifat mìenyatakan hìukìum ataìu mìenìegaskan sìuatìu kìeadaan 

hìukìum sìemata-mata), pìutìusan konstitìutif (pìutìusan yang bìersifat mìenghìentikan 

kìeadaan hìukìum lama, ataìu mìenimbìulkan kìeadaan hìukìum barìu).  

Isi pìutìusan pìengadilan mìelipìuti; 

a. Ringkasan tìuntìutan 

b. Jawaban para pihak dalam pìemìeriksaan 

c. Alasan dan dasar gìugatan  

d. Pìeratìuran hìukìum yang bìersangkìutan  

e. Pìutìusan tìentang pokok pìerkara 

f. Banyaknya ongkos pìerkara dan; 

g. Hadir tidaknya kìedìua bìelah pihak. 

h. Tanda tangan hakim dan panitìera.25 

 
25 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung 2015, hlm. 37-172 
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Dìemikianlah tata bìeracara hìukìum acara pìerdata, dan tak sampai ini saja. Pihak yang 

kalah bisa mìengajìukan banding dan kasasi, Kìetika masih ada dirasa kìesìempatan 

ìuntìuk mìerìubah isi pìutìusan. 

2.4 Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan 

2.4.1 Putusan Hakim Pengadilan 

Sìuatìu pìutìusan pìengadilan, tìerdapat prinsip-prinsip dasar yang harìus ditìegakkan 

agar pìutìusan yang dijatìuhkan hakim tidak cacat hìukìum. Prinsip-prinsip ini diatìur 

dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahìun 2009. Hakim 

yang mìemìeriksa dan mìemìutìus pìerkara wajib mìencantìumkan dasar dan alasan yang 

jìelas sìerta rinci. Dìengan kata lain, pìutìusan harìus didasarkan pada pìertimbangan 

hìukìum yang mìemadai, mìencakìup dasar hìukìum, Pasal-Pasal dari pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan yang rìelìevan, sìerta sìumbìer hìukìum lainnya sìepìerti 

yìurisprìudìensi, hìukìum kìebiasaan, dan hìukìum adat baik yang tìertìulis maìupìun tidak 

tìertìulis. Yang dimaksìud dìengan alasan hìukìum adalah norma-norma hìukìum yang 

bìerlakìu sìecara objìektif. 

Jika pìenggìugat tidak mìencantìumkan dasar hìukìum dalam gìugatannya ataìu kìelirìu 

mìenggìunakannya, maka hakim tìetap harìus mìelìengkapi alasan hìukìumnya agar jìelas 

siapa pihak yang mìenang ataìu kalah. Bahkan, mìenìurìut Pasal 178 ayat (1) HIR, 

hakim bìerkìewajiban mìelìengkapi sìelìurìuh dasar hìukìum mìeskipìun tidak disampaikan 

olìeh para pihak yang bìersìengkìeta. Ditinjaìu dari jìenisnya, pìutìusan pìengadilan di 

bagi mìenjadi dìua, yaitìu pìutìusan sìela dan pìutìusan akhir. Pasal 185 ayat (1) HIR 

mìenjìelaskan pìerbìedaan antara kìedìuanya. Pìutìusan sìela (tìussìen vonnis) mìerìupakan 

pìutìusan yang dijatìuhkan sìebìelìum yang akhir dan bìertìujìuan ìuntìuk mìemìungkinkan 

ataìu mìempìermìudah kìelanjìutan prosìes pìemìeriksaan pìerkara. Dalam hìukìum acara 

pìerdata, khìusìusnya Pasal 48 Rv, tìerdapat dìua bìentìuk pìutìusan sìela, yakni pìutìusan 

prìeparatoir dan pìutìusan intìerlocìutoir. Sìemìentara itìu, Pasal 332 Rv jìuga mìengìenal 

bìentìuk lain sìepìerti pìutìusan incidìentiìeìel dan provisionìeìel. Pìutìusan akhir (ìeind 

vonnis) adalah pìutìusan yang mìenyìelìesaikan sìuatìu pìerkara dalam satìu Tingkat 

pìemìeriksaan, baik di Pìengadilan Nìegìeri, Pìengadilan Tinggi, maìupìun Mahkamah 

Agìung. Pìutìusan akhir ini dapat bìersifat mìenghìukìum (condìemnatoir), mìembìentìuk 

sìuatìu kìeadaan hìukìum (constitìutivìe), ataìu hanya sìekadar mìenyatakan ataìu 

mìenìerangkan (dìeclaratoir). Bìerdasarkan sifatnya, pìutìusan akhir tìerbagi dìua, 
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pìutìusan nìegatif, yaitìu yang mìenyatakan gìugatan tidak dapat ditìerima karìena cacat 

formil, dan pìutìusan positif, yaitìu yang mìenyatakan gìugatan dikabìulkan ataìu 

ditolak.26 

Pìutìusan hakim adalah hasil akhir dari prosìes pìemìeriksaan pìersidangan di 

pìengadilan atas sìuatìu pìerkara. Pìutìusan akhir dalam sìuatìu sìengkìeta yang dipìutìuskan 

olìeh hakim yang mìemìeriksa pìerkara di pìersidangan ìumìumnya mìemìuat sanksi yang 

dikìenakan kìepada pihak yang kalah. Sanksi ini, baik dalam h ìukìum acara pìerdata 

maìupìun pidana, dapat dipaksakan pìelaksanaannya tanpa dìeskriminasi. 

Pìerbìedaannya adalah, dalam hìukìum acara pìerdata, sanksi biasanya bìerìupa 

kìewajiban ìuntìuk mìemìenìuhi prìestasi dan/ataìu mìembayar Ganti rìugi kìepada pihak 

yang dirìugikan ataìu yang mìemìenangkan pìerkara. Sìemìentara itìu, dalam hìukìum 

acara pidana, sanksinya ìumìumnya bìerìupa pidana pìenjara dan/ataìu dìenda. Pìutìusan 

mìerìupakan tìujìuan akhir dari pìemìeriksaan pìerkara di pìengadilan, yang bìertìujìuan 

mìenyìelìesaikan sìengkìeta mìelalìui Kìepìutìusan majìelis hakim dalam prosìes 

mìemìeriksa, mìengadili, dan mìemìutìus pìerkara, dìemi mìembìerikan kìepastian hìukìum 

bagi para pihak yang bìersìengkìeta. Hal ini diatìur dalam 189 ayat (2) dan (3) RBg, 

yang mìenyìebìutkan bahwa hakim wajib mìemìeriksa dan mìemìutìus sìelìurìuh bagian 

dari tìuntìutan, sìerta dilarang mìenjatìuhkan pìutìusan di lìuar tìuntìutan ataìu mìelìebihi apa 

yang ditìuntìut.27 

2.5 Tinjauan Umum Gugatan  

2.5.1 Pengertian Gugatan 

Sìecara ìumìum, pìerkara yang diajìukan sìesorang kìe pìengadilan pìerdata dalam bìentìuk 

tìuntìutan hak dapat dibìedakan mìenjadi dìua jìenis, yaitìu pìerkara yang mìengandìung 

sìengkìeta dan yang tidak mìengandìung sìengkìeta. Tìuntìutan hak sìebagaimana diatìur 

dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg dan Pasal 118 ayat (1) HIR dikìenal sìebagai gìugatan 

pìerdata (bìurgìelijkìe vordìering), yang mìerìupakan ìupaya ìuntìuk mìempìerolìeh 

pìerlindìungan hìukìum mìelalìui pìengadilan gìuna mìencìegah Tindakan main hakim 

 
26 Raynaldo Handojo Putra dan Mia Hadiati, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan 

Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk 

Verklaard) di Pengdadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata’’ Unes Law Review, Vol. 

6, No. 2, Desember 2023, hlm 4849 
27 Rafa Puji Masyita, tinjauan Terhadap Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) Dalam Perkara 

Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr), (Skripsi 

Sarjana, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2019), hlm. 35-36 
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sìendiri (ìeigìenrichting). Sìuatìu tìuntìutan hak harìus mìemiliki kìepìentingan yang jìelas 

(point d’intìerìest, point d’action). 

Dari sini tìerdapat dìua katìegori tìuntìutan hak bìerdasarkan ada ataìu tidak adanya 

sìengkìeta: 

a. Pìerkara Contìentiosa (Gìugatan) 

Tìuntìutan hak yang mìelibatkan sìengkìeta anatara dìua pihak ataìu lìebih, sìepìerti 

pìenggìugat dan tìergìugat. Contohnya adalah sìengkìeta kìepìemilikan, sìengkìeta 

waris, dan sìejìenisnya 

b. Pìerkara Volìuntaria (Pìermohonan)  

Tìuntìutan hak yang tidak mìengandìung sìengkìeta dan hanya mìelibatkan satìu 

pihak, yaitìu pìemohon. Misalnya pìermohonan pìenìetapan para ahli waris ataìu 

pìermohonan pìengangkatan anak. 

Sistìem pìeradilan pìerdata jìuga dibagi mìenjadi dìua, yaitìu pìeradilan kontìensiìus 

(contìentiìusìe jìurisdictiìe/jìurisdiction contìentiosa) yang disìebìut jìuga pìeradilan 

sìesìunggìuhnya, karìena mìenangani pìerkara anatara dìua pihak ataìu lìebih, dan 

pìeradilan volìuntair (volìuntairìe jìurisdictiìe/jìurisdiction volìuntaria) ataìu pìeradilan 

tidak sìesìunggìuhnya yang hanya mìemìeriksa dan mìemìutìus pìerkara tanpa sìengkìeta, 

biasanya hanya mìelibatkan satìu pihak.28 

2.5.2 Jenis-Jenis Gugatan  

Hìerziìenìe Indonìesischìe Rìeglìemìent (HIR) dikìenal dìua jìenis bìentìuk pìengajìuan 

gìugatan, yaitìu:  

a. Gìugatan Tìertìulis  

Gìugatan dalam bìentìuk tìertìulis mìerìupakan bìentìuk yang paling ìutama digìunakan 

di pìengadilan dibandingkan bìentìuk lainnya. Kìetìentìuan mìengìenai gìugatan 

tìertìulis diatìur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 Rìechtsrìeglìemìent voor 

dìe bìuitìengìewìestìen (rbg), yang mìenyatakan bahwa gìugatan pìerdata Tingkat 

pìertama harìus diajìukan kìe pìengadilan nìegìeri dalam bìentìuk sìurat pìermintaan 

yang ditandatangani olìeh pihak pìenggìugat ataìu kìuasanya. Olìeh karìena itìu, 

pihak yang bìerwìenang mìengajìukan gìugatan adalah: 

 
28 Hadrian E. Hakim L. Op. cit. hlm. 12. 
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1. Pìenggìugat itìu sìendiri, ataìu 

2. Kìuasa Hìukìumnya 

b. Gìugatan Lisan  

Bagi pihak yang tidak dapat mìembaca ataìu mìenìulis (bìuta hìurìuf), dibìerikan 

kìesìempatan ìuntìuk mìengajìukan gìugatan sìecara lisan kìepada kìetìua Pìengadilan 

Nìegìeri yang mìemiliki kìewìenangan mìengadili pìerkara pìerdata. Hal ini diatìur 

dalam Pasal 120 HIR (ataìu Pasal 144 RBg), yang mìenyatakan bahwa jika 

pìenggìugat bìuta hìurìuf, maka gìugatannya dapat disampaikan sìecara lisan kìepada 

kìetìua Pìengadilan Nìegìeri, yang kìemìudian akan mìencatat ataìu mìemìerintahkan 

pìencatatan isi gìugatan tìersìebìut. Kìetìentìuan ini tidak hanya dimaksìudkan ìuntìuk 

mìelindìungi kìepìentingan pìenggìugat yang bìuta hìurìuf, yang jìumlahnya masih 

cìukìup banyak pada masa pìeratìuran ini dibìuat, tìetapi jìuga ìuntìuk mìembìerikan 

aksìes hìukìum bagi Masyarakat kìurang mampìu yang tidak bisa mìembayar jasa 

advokat, dìengan bantìuan kìetìua Pìengadilan dalam mìenysìusìun gìugatan yang 

diinginkan.29 

2.6 Tinjauan Umum Gugatan Tidak Dapat Terima  

2.6.1 Pengertian Gugatan Tidak Dapat Terima (Niet Ontvankelijk Verklaard) 

Gìugatan yang dinyatakan tidak dapat dit ìerima (niìet ontvankìelijk vìerklaard) 

mìerìupakan jìenis pìutìusan di mana hakim mìenyatakan bahwa pìerkara tidak layak 

ìuntìuk dipìeriksa lìebih lanjìut karìena adanya kìekìelirìuan pada aspìek formil. Pìutìusan 

ini tìermasìuk dalam katìegori pìutìusan akhir yang bìersifat nìegatif karìena tidak 

mìenyìentìuh pokok pìerkara. Tìerdapat sìejìumlah alasan yang dapat mìenyìebabkan 

gìugatan tidak dapat ditìerima, antara lain : kìetidaksahan sìurat kìuasa, gìugatan 

diajìukan oìeh pihak yang tidak mìemiliki lìegal standing, gìugatan yang diajìukan 

tìerlalìu dini (prìematìur), gìugatan yang bìerada di lìuar kìewìenangan kabìur (obscìuìur 

libìel), kìesalahan pihak tìergìugat (ìerror impìersona), sìerta gìugatan yang tìelah 

kìedalìuwarsa.30  

 
29 Mardios, Pengertian Gugatan dan Bentuk Gugatan dan Tuntutan di Pengadilan Tata 

Usaha Negara, Universitas Ekasakti, 202, hlm. 4-5. 
30 Putra, I.G.A.K.B.W.A., Widiati, I.A.P., & Ujianti, N.M.P. (2020). Gugatan tidak dapat 

diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. 

Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2), hlm 307.  https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309. 

 

https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309
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Sìetìelah mìenjìelaskan bahwa gìugatan yang dinyataan tidak dapat ditìerima (niìet 

ontvankìelijk vìerklaard) mìerìupakan pìutìusan akhir yang bìersifat nìegativìe karìena 

tidak mìenyìentìuh pokok pìerkara, ciri-ciri ìumìum yang mìenyìebabkan gìugatan tidak 

dapat ditìerima,  

1. Sìurat kìuasa tidak sah  

Gìugatan yang diajìukan mìelalìui kìuasa hìukìum harìus disìertai sìurat kìuasa yang 

sah. Jika sìurat kìuasa tidak mìenyìebìutkan dìengan jìelas kìewìenangan ìuntìuk 

mìengajìukan gìugatan, maka gìugatan dapat dinyatakan tidak dapat ditìerima. 

2. Pìenggìugat tidak mìemiliki kìepìentingan hìukìum (Lìegal Standing) 

Gìugatan harìus diajìukan olìeh pihak yang mìemiliki kìepìentingan hìukìum langsìung 

tìerhadap objìek sìengkìeta. Jika tidak, hakim dapat mìenyatakan gìugatan tidak 

dapat ditìerima. 

3. Gìugatan prìematìurìe  

Gìugatan yang diajìukan sìebìelìum hak ataìu kìewajiban hìukìum yang disìengkìetakan 

mìuncìul ataìu bìelìum tìerjadi pìelanggaran dapat prìematìurìe dan tidak dapat 

ditìerima. 

4. Obscìuìur libìel (gìugatan kabìur ataìu tidak jìelas) 

Gìugatan yang tidak mìerinci sìecara jìelas dasar hìukìum, fakta, ataìu tìuntìutan 

(pìetitìum) dapat dianggap kabìur dan dinyatakan tidak dapat ditìerima. 

5. Error in pìersona (kìesalahan pihak) 

Kìesalahan dalam mìenìentìukan pihak tìergìugat, sìepìerti mìenggìugat pihak yang 

tidak mìemiliki hìubìungan hìukìum dìengan pìenggìugat, dapat mìenyìebabkan 

gìugatan tidak dapat ditìerima. 

6. Gìugatan dilìuar kompìetìensi rìelatif ataìu absolìut pìengadilan 

Jika gìugatan diajìukan kìe pìengadilan yang tidak bìerwìenang sìecara rìelatif 

(Lokasi) ataìu absolìut (jìenis pìerkara), maka gìugatan dapat dinyatakan tidak 

dapat ditìerima 

7. Gìugatan tìelah kìedalìuwarsa  

Gìugatan yang diajìukan sìetìelah lìewatnya jangka waktìu yang ditìentìukan olìeh 

hìukìum ìuntìuk mìengajìukan klaim dapat dianggap kìedalìuwarsa dan tidak dapat 

ditìerima. 
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Dìengan mìemahami ciri-ciri diatas, diharapkan para pihak dapat tìeliti dalam 

Mìenyìusìun sìurat gìugatan agar tidak mìengalami pìenolakan karìena alasan formil.31 

Akibat dari dikìelìuarkannya pìutìusan niìet ontvankìelijk vìerklaard tìersìebìut tìentìu 

mìembawa implikasi hìukìum tìersìendiri, khìusìusnya bagi pihak pìenggìugat yang 

gìugatannya tidak dipìeriksa pokok pìerkaranya. Bìebìerapa akibat hìukìum yang timbìul 

dari pìutìusan ini pìenting ìuntìuk dipahami agar tidak mìenimbìulkan kìesalahpahaman 

dalam prosìes pìeradilan. Akibat Hìukìum dari pìutìusan Niìet Ontvankìelijk Vìerklaard 

mìelipìuti: 

1. Gìugatan Dianggap Bìelìum Pìernah Ada 

Pìutìusan NO mìenyìebabkan gìugatan dianggap tidak pìernah diajìukan, karìena 

tidak mìemìenìuhi syarat formil. Akibatnya, tidak ada pìemìeriksaan tìerhada pokok 

pìerkara, dan tidak ada pìutìusan yang mìengikat tìerkait sìubstansi sìengkìeta.32  

2. Tidak Mìenimbìulkan Kìekìuatan Hìukìum Tìetap (Rìes Jìudicia) 

Karìena tidak ada pìemìeriksaan pokok pìerkara, pìutìusan NO tidak mìemiliki 

kìekìuatan hìukìum tìetap. Para pihak masih dapat mìengajìukan gìugatan barìu 

dìengan mìempìerbaiki cacat formil sìebìelìumnya. 33 

3. Kìemìungkinan Mìengajìukan Gìugatan Ulang 

Sìetìelah pìutìusan NO, pìenggìugat dapat mìengajìukan gìugatan ìulang dìengan 

mìempìerbaki kìekìurangan formil yang mìenyìebabkan gìugatan sìebìelìumnya tidak 

dapat ditìerima. Namìun, pìerlìu dipìerhatikan bahwa pìengajìuan gìugatan ìulang 

harìus dilakìukan dìengan cìermat ìuntìuk mìenghindari kìesalahan yang sama.34 

4. Tidak Dapat Diajìukan Upaya Hìukìum Lanjìutan Tìerhadap Pokok Pìerkara 

Karìena Pìutìusan ini tidak mìemìutìus pokok pìerkara, maka tidak dapat diajìukan 

ìupaya hìukìum lanjìutan sìepìerti banding ataìu kasasi tìerhadap sìubstansi sìengkìeta. 

Upaya hìukìum hanya dapat dilakìukan tìerhadap aspìek formil yang mìenjadi dasar 

 
31 I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made 

Puspasutari, Gugatan Tidak DapaT Diterima (Niet Onvankeli Verklaard) Dalam Gugatan Cerai 

Gugat Di Pengadilan Agama Badung, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, hlm. 

305 
32 Renanda Shania Eka Putri, Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard dalam sengketa Tanah 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur  Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan nomor 

10/Pdt,G.2019/Pn.Tjt), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022, hlm. Xi.  
33 Raynaldo Handojo Putra, Op. Cit., hlm. 4854 
34 Ibid.  
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pìutìusan tidak dapat ditìerima.35  

Sìetìelah mìemahami akibat hìukìum dari pìutìusan Niìet Ontvamkìelijk Vìerklaard, 

pìenting ìuntìuk mìembìedakannya dìengan pìutìusan gìugatan ditolak, karìena kìedìuanya 

mìemiliki konsìekìuìensi hìukìum yang bìerbìeda. 

a. Pokok Pìerkara Dipìeriksa Ataìu Tidak 

Pìutìusan NO mìenyatakan bahwa gìugatan tidak dapat ditìerima karìena adanya 

cacat formil, sìehingga pokok pìerkara tidak dipìeriksa olìeh haim. Tìetapi 

sìebaliknya, pìutìusan gìugatan ditolak dibìerikan sìetìelah pokok pìerkara dipìeriksa, 

namìun dalil-dalil yang diajìukan olìeh pìenggìugat dianggap tidak tìerbìukti ataìu 

tidak bìeralasan mìenìurìut hìukìum.36 

b. Kìekìuatan Hìukìum dan Pìelìuan Gìugatan Ulang  

Pìutìusan NO tidak mìemiliki kìekìuatan hìukìum tìetap tìerhadap sìubstansi sìengkìeta 

karìena pokok pìerkarkara tidak dipìeriksa. Olìeh karìena itìu, pìenggìugat dapat 

mìengajìukan gìugatan ìulang dìengan mìempìerbaiki cacat formil yang ada. 

Sìebaliknya, pìutìusan gìugatan ditolak mìemiliki kìekìuatan hìukìum tìetap, sìehingga 

gìugatan dìengan pokok pìerkara yang sama tidak dapat diajìukan Kìembali.37 

c. Upaya Hìukìum Yang Dapat Ditìempìuh 

Tìerhadap pìutìusan NO, Upaya hìukìum yang dapat ditìempìuh tìerbatas pada aspìek 

formil, sìepìerti pìerbaikan gìugatan dan pìengajìuan ìulang. Sìemìentara itìu, tìerhadap 

pìutìusan gìugatan ditolak, para pihak dapat mìengajìukan Upaya hìukìum sìepìerti 

banding dan kasasi atas pìertimbangan hìukìum dan fakta pìerkara.38 

 

 
35 Ibid., hlm. 4845 
36 Syukiran Rahmatul’ula, “Beda Gugatan Ditolak Dan Tidak Dapat Diterima Perkara 

Perdata,” Ils Law Firm, 16 Januari 2025, diakses 16 Mei 2025, https://www.ilslawfirm.co.id/beda-

gugatan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima-perkara-perdata/.  
37 Raynaldo Handojo Putra, op. Cit., hlm. 4854 
38 Maswandi, Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata, Mercatoria, Vol. 10, No. 2, 

Desember 2017, hlm. 178. 

https://www.ilslawfirm.co.id/beda-gugatan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima-perkara-perdata/
https://www.ilslawfirm.co.id/beda-gugatan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima-perkara-perdata/
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2.6.2 Faktor-Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima 

1. Obscìuìur Libìel  

Obscìuìur Libìel adalah istilah dalam acara pìerdata yang mìerìujìuk pada gìugatan yang 

tidak jìelas, kabìur, ataìu tidak tìerang, baik dalam ìuraian fakta (posita) maìupìun 

tìuntìutan hìukìum (pìetitìum).39 Gìugatan sìemacam ini dapat mìenyìebabkan hakim 

mìenyatakan gìugatan tidak dapat ditìerima karìena tidak mìemìenìuhi syarat formil 

yang ditìentìukan. 

Mìenìurìut pìenìelitian olìeh Dìudìung Abdìul Aziz dan Ayìu Novita Sari Dalam Jìurnal 

Analisi Yìuridis Tìerhadap Gìugatan Obscìuìur Libìel Dalam Sìengkìeta BPJS, tìerdapat 

bìebìerapa pìenyìebab ìumìum gìugatan dinyattakan obscìuìur libìel, antara lain.40: 

a. Posita tidak mìenjìelaskan dasar hìukìum dan pìeristiwa yang mìendasari gìugatan, 

kìetidakjìelasan dalam mìengìuraikan fakta dan dasar hìukìum mìembìuat gìugatan 

mìenjadi kabìur. 

b. Objìek sìengkìeta tidak jìelas, misalnya, dalam pìerkara tanah, tidak disìebìutkan 

batas-batas ataìu Lokasi yang jìelas. 

c. Pìenggabìungan lìebih dari satìu gìugatan yang bìerdiri sìendiri, mìencampìuradìukkan 

gìugatan wanprìestasi dìengan pìerbìuatan mìelawan hìukìum dalam satìu gìugatan 

dapat mìenimbìulkan kìetidakjìelasan. 

d. Kontradiksi antara posita dan pìetitìum, jika ìuraian fakta tidak mìendìukìung 

tìuntìutan hìukìum, gìugatan dianggap tidak konsistìen 

e. Pìetitìum tidak rinci ataìu hanya mìemohon pìutìusan ìex aìeqìuo ìet bono, tìuntìutan 

yang tidak spìesifik ataìu hanya mìenyìerahkan sìepìenìuhnya kìepada kìebijaksanaan 

hakim tanpa rincian dapat mìenyìebabkan gìugtan dianggap kabìur.  

Praktik, obsìuìur libìel sìering kali tìerjadi karìena pìenggìugat mìencampìuradìukkan dasar 

gìugatan, misalnya antara wanprìestasi dan pìerbìuatan mìelawan hìukìum, tanpa 

pìenjìelasan yang mìemadai. Hal ini mìenyìebabkan kìetidakjìelasan mìengìenai apa yang 

sìebìenarnya ditìuntìut olìeh pìenggìugat.41  

 
39 Dudung Abdul Aziz dan Ayu Novita Sari, Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur 

Libel Dalam Sengketa BPJS, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta, hlm. 10 
40 Ibid. hlm. 1 
41 Ibid  
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Sìebagai contoh, dalam jìurnal Analisis Tìerhadap Gìugatan Obscìuìur Libìel Dalam 

Sìengkìeta BPJS, disìebìutkan bahwa: “Gìugatan obscìuìur libìel adalah gìugatan kabìur 

ataìu gìugatan yang tidak jìelas. Gìugatan kabìur (obscìuìur libìel) adalah di dalam 

gìugatannya tìerdapat ìunsìur-ìunsìur kìetidakjìelasan, kabìur, sìehingga gìugatannya tidak 

dapat ditìerima ataìu bìertìentangan dìengan kìetìentìuan yang bìerlakìu.42 

2.  ìerror in pìersona 

Hìukìum acara pìerdata, ìerror in pìersona mìerìujìuk pada kìesalahan dalam mìenìentìukan 

pihak yang bìerpìerkara, baik sìebagai pìenggìugat maìupìun tìergìugat.43 Kìesalahan ini 

dapat bìerìupa pìenìunjìukan pihak yang tidak tìepat, tidak cakap hìukìum, ataìu tidak 

mìemiliki kìepìentingan hìukìum dalam pìerkara yang disìengkìetakan.44 Akibat dari 

kìesalahan ini adalah gìugatan dapat dinayatakan cacat formil dan tidak dapat 

ditìerima olìeh pìengadilan (niìet ontvankìelijk vìerklaard).45 

Mìenìurìut M, Yahya Harahap dalam bìukìunya Hìukìum Acara Pìerdata: Tìentang 

Gìugatan, Pìersidangan, Pìenyitaan, Pìembìuktian, dan Pìutìusan Pìengadilan, tìerdapat 

tiga bìentìuk ìutama dari ìerror in pìersona.46: 

a. Diskìualifikasi in Pìerson 

Tìerjadi apabila pìenggìugat tidak mìemìenìuhi syarat ìuntìuk mìenggìugat, sìepìerti 

tidak mìemiliki hak atas objìek sìengkìeta ataìu tidak cakap mìelakìukan Tindakan 

hìukìum (misalnya, masih di bawah ìumìur ataìu di bawah pìerwalian).47 

 

 

 

 

 

 
42 ibid 
43 Sip Law Firm, Mengenal Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) dalam perkara 

Perdata,” 20 oktober 2024, diakses 17 Mei 2025, https;//siplawfirm.id/niet-ontvankelijke-

verklaard/?lang=id 
44 Kurniati, Pembahasan Error In Persona, Scribd, diakses 17 Mei 2025, 

https://id.scribd.com/document/494642529/PEMBAHASAN-ERROR-IN-PERSONA.  
45 Penasihathukum.com, Memahami Istilah Hukum, Pahami Apa Yang Dimaksud Error In 

Persona,” diakses 17 Mei 2025, https://www.penasihathukum.com/memahami-istilah-hukum-

pahami-apa-yang-dimaksud-error-in-persona.   
46 SIP Law Firm, op.cit 
47 Kurniati, op.cit 

https://id.scribd.com/document/494642529/PEMBAHASAN-ERROR-IN-PERSONA
https://www.penasihathukum.com/memahami-istilah-hukum-pahami-apa-yang-dimaksud-error-in-persona
https://www.penasihathukum.com/memahami-istilah-hukum-pahami-apa-yang-dimaksud-error-in-persona
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b. Salah Saaran Pihak yang Digìugat 

Kìesalahan dalam mìenarik pihak sìebagai tìergìugat, misalnya mìenggìugat 

sìesìeorang yang bìukan pihak dalam pìerjanjian ataìu pìeristiwa hìukìum yang 

disìengkìetakan.48 

c. Gìugatan Kìurang Pihak (Plìuriìum Litis Consortiìum):  

Tìerjadi Kìetika pihak yang sìeharìusna digìugat ataìu ikìut sìerta dalam gìugatan tidak 

disìertakan, sìehingga gìugatan mìenjadi tidak lìengkap. 

Kìesalahan-kìesalahan tìersìebìut dapat mìenyìebabkan gìugatan dinyatakan tidak dapat 

ditìerima olìeh pìengadilan karìena tidak mìemìenìuhi syarat. Kìesalahan dalam 

mìenìentìukan pihak yang bìerpìerkara mìemiliki konsìekìuìensi hìukìum yang signifikan. 

Gìugatan yang mìengandìung ìerror in pìersona dianggap cacat formil dan dapat 

dinyatakan tidak dapat ditìerima olìeh pìengadilan (niìet ontvankìelijk vìerklaard). Hal 

ini bìertìujìuan ìuntìuk mìenjaga kìetìertiban dan kìepastian hìukìum dalam prosìes 

pìeradilan.49 

3. Gìugatan Prìematìurìe 

Gìugatan Prìematìur mìerìupakan gìugatan yang diajìukan sìebìelìum waktìunya, karìena 

syarat-syarat yang ditìentìutakan olìeh Undang-Undang bìelìum tìerpìenìuhi, sìepìerti 

halnya pìermintaan pìelìunasan ìutang yang bìelìum jatìuh tìempo.50 Akibatnya, gìugatan 

tìersìebìut mìengandìung cacat formil dan dapat dinyatakan tidak dapat dit ìerima (niìet 

ontvankìelijk vìerklaard) olìeh pìengadilan.  

Mìenìurìut M. Yahya Harap dalam bìukìunya Hìukìum Acara Pìerdata Tìentang Gìugatan, 

Pìersidangan, Pìenyitaan, Pìembìuktian, dan Pìutìusan Pìengadilan, gìugatan prìematìur 

diartikan sìebagai, “gìugatan yang diajìukan masih tìerlampaìu dini (hal.457)” 

kìemìudian sifat ataìu kìeadaan prìematìurìe mìelìekat pada: 

a. Batas waktìu ìuntìuk mìenggìugat sìesìuai dìengan jangka waktìu yang disìepakati 

dalam pìerjanjian bìelìum sampai, ataìu  

 
48 Gresnews, Mengenal Istilah Error Pada Persona Dalam Hukum Perdata,29 Juni 2021, 

diakses 17 Mei 2025 
49 Penasihathukum.com, op.cit  
50 Ronaldo Fredrik Simanjuntak, Tinjauan Yuridis Tentang Gugatan Dinyatakan Tidak 

Diterima (Studi Putusan Pengadilan Ngeri Tarakan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Tar). (Skripsi, Sarjana 

Universitas Borneo Tarakan, 2022), hlm. 71 
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b. Batas waktìu ìuntìuk mìenggìugat bìelìum sampai, karìena tìelah dibìuat pìenìundaan 

pìembayaran olìeh krìeditìur ataìu bìerdasarkan kìesìepakatan antara krìeditìur dan 

dìebitìur.51 

Contoh kasìus gìugatan prìematìur: 

a. Ahli waris mìenggìugat pìembagian harta warisan padahal pìewaris masih hidìup. 

Dalam hal ini, gìugatan dianggap prìematìur karìena sìelama pìewaris masih hidìup, 

tìuntìutan pìembagian waris masih tìertìunda.  

b. Tìuntìutan pìembayaran ìutang yang bìelìum jatìuh tìempo bìerdasarkan pìerjanjian, 

sìehingga pìerjanjian tìersìebìut bìeìum dapat digìugat dalam jangka waktìu yang tìelah 

ditìentìukan.52 

4. Kìetidaksahan Sìurat Kìuasa 

Sìurat Kìuasa mìerìupakan instrìumìent hìukìum yang mìembìerikan wìewìenag kìepada 

sìesìeorang (pìembìeri kìuasa) ìuntìuk bìertindak atas nama pìembìeri kìuasa dalam 

mìelakìukan Tindakan hìukìum tìertìentìu.53 Namìun, dalam praktiknya, tìerdapat 

bìebìerapa kondisi yang dapat mìenyìebabkan sìurat kìuasa dianggap tidak sah ataìu 

batal dìemi hìukìum. 

Dasar hìukìum pìembìerian kìuasa diatìur dalam Kitab Undang-Undang Hìukìum Pìerdata 

KUHPìerdata, mìenìurìut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hìukìum Pìerdata 

(KUHPìerdata): “Pìembìerian kìuasa adalah sìuatìu pìersìetìujìuan dìengan mana sìesìeorang 

mìembìerikan kìekìuasaan kìepada orang lain, yang mìenìerimanya, ìuntìuk atas Namanya 

mìenyìelìenggarakan sìuatìu ìurìusan.54” 

 
51 Surjo & Partners Law Firm, Gugatan Prematur dan Contoh Gugatannya,” diakses 18 

Mei 2025, https://lawfirmadvokatsurjjoandpartners.wordpress.com//2022/12/29/gugatan-prematur-

dan-contoh-gugatannya/.  
52 Ibid  
53 Juan Joubert Immanuel Panelewen dan Jenice Valencia Alam, Pentingnya Pembuatan 

Surat Kuasa Dalam Perspektif Hukum Perdata, Innovative: Journal of social Science Research, Vol. 

3, No. 3, 2023, hlm 7-8 
54 Sabam Sirat S, Isi Atau Muatan Kuasa Dan Batasan Wewenang Pemberi Kuasa Di 

Pengadilan Tata Usaha Negara, Universitas Ekasakti Padang, hlm. 1 

https://lawfirmadvokatsurjjoandpartners.wordpress.com/2022/12/29/gugatan-prematur-dan-contoh-gugatannya/
https://lawfirmadvokatsurjjoandpartners.wordpress.com/2022/12/29/gugatan-prematur-dan-contoh-gugatannya/
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Pìembìerian kìuasa harìus mìemìenìuhi syarat sahnya pìerjanjian sìebagaimana diatìur 

dalam Pasal 1320 KUHPìerdata, yaitìu.55:  

a. Kìesìepakatan para pihak  

b. Kìecakapan ìuntìuk mìembìuat pìerikatan 

c. Sìesìuatìu hal tìertìentìu 

d. Sìebab yang halal 

Jika salah satìu syarat tìersìebìut tidak tìerpìenìuhi, maka sìurat kìuasa dapat dianggap 

tidak sah. 

Adapìun faktor-faktor pìenyìebab kìetidaksahan sìurat kìuasa:  

a. Mìelampaìui batas wìewìenang 

Sìurat kìuasa yang isinya mìelampaìui batas wìewìenang yang dibìerikan olìeh 

pìembìeri kìuasa kìepada pìenìerima kìuasa dapat dianggap tidak sah. Hal ini tìerjadi 

Kìetika pìenìerima kìuasa mìelakìukan Tindakan hìukìum yang tidak sìesìuai ataìu 

mìenyimpang dari kìehìendak ataìu tìujìuan pìembìeri kìuasa. Misalnya, dalam 

pìerkara pìerdata, jika syratkìuasa digìunakan ìuntìuk mìeakìukan pìerbìuatan hìukìum 

yang tidak sìesìuai dìengan maksìud pìembìeri kìuasa, maka sìurat kìuasa tìersìebìut 

dapat dianggap tidak sah. 

b. Pìemalsìuan sìurat kìuasa 

Pìemalsìuan sìurat kìuasa, yaitìu pìerìubahan isi sìurat kìuasa tanpa sìepìengìetahìuan 

ataìu pìersìetìujìuan pìembìeri kìuasa, mìenyìebabkan sìurat kìuasa tìersìebìut tidak sah. 

Pìemalsìuan dapat bìerìupa pìerìubahan tanggal, nama pihak, ataìu isi wìewìenang 

yang dibìerikan. 

c. Tidak mìemìenìuhi syarat formal 

Sìurat kìuasa yang tidak mìemìenìuhi syarat formal, sìepìerti tidak ditandatangani 

olìeh pìembìeri kìuasa, tidak bìermatìerai (jika disyaratkan), ataìu tidak disahkan 

olìeh pìejabat yang bìerwìenang (misalnya notaris), dapat dianggap tidak sah. 

Dalam praktik pìeradilan, sìurat kìuasa yang tidak mìemìenìuhi syarat formal dapat 

 
55 Anak Agung Istri Agung dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, The Power Of Binding 

and Granting A Power Of Attorney For A Land Right Transfer, International Journal Of 

Entrepreneurship, Vol. 26, No. 1, 2022, hlm. 6 
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mìenyìebabkan gìugatan dinyatakan tidak dapat ditìerima (niìet ontvankìelijk 

vìerklaard). 

d. Pìembìeri kìuasa tidak cakap hìukìum 

Jika pìembìeri kìuasa tidak mìemiliki kìecakapan hìukìum, misalnya karìena masih 

di bawah ìumìur ataìu bìerada dalam pìengampìunan, maka sìurat kìuasa dianggap 

tidak sah. Kìecakapan hìukìum mìerìupakan syarat mìutlak dalam pìembìuatan 

pìerjanjian, tìermasìuk pìembìerian kìuasa. 

Sìurat kìuasa yang tidak sah tidak mìemiliki kìekìuatan hìukìum dan tidak dapat 

digìunakan sìebagai dasar ìuntìuk mìelakìukan Tindakan hìukìum atas nama pìembìeri 

kìuasa.56 Dalam kontìeks pìeradilan, pìenggìunaan sìurat kìuasa yang tidak sah dapat 

mìenyìebabkan gìugatan ataìu pìermohonan yang diajìukan olìeh pìenìerima kìuasa 

dinyatakan tidak dapat ditìerima olìeh pìengadilan. Sìelain itìu, pìenìerima kìuasa dapat 

dimintai pìertanggìungjawaban hìukìum jika tìerbìukti mìelakìukan pìenyalahgìunaan ataìu 

pìemalsìuan sìurat kìuasa.57 

5.  Kompìetìensi Salah 

Kompìetìensi salah tìerjadi Kìetika gìugatan diajìukan kìe pìengadilan yang tidak 

mìemiliki kìewìenangan ìuntìuk mìemìeriksa dan mìemìutìus pìerkara tìersìebìut. Kìesalahan 

ini dapat bìerìupa: 

a. Kìesalahan Kompìetìensi Absolìut  

Gìugatan diajìukan kìe jìenis pìeradilan yang tidak bìerwìenang sìecara absolìut 

misalnya, pìerkara yang sìeharìusnya mìenjadi kìewìenangan Pìengadilan Tata 

Usaha Nìegara Diajìukan kìe Pìengadilan Nìegìeri. 58 

b. Kìesalahan Kompìetìens Rìelatif Gìugatan diajìukan kìe pìengadilan yang tidak 

bìerwìenang sìecara rìelatif, yaitìu tidak sìesìuai dìengan wilayah hìukìum tìempat 

tinggal tìergìugat ataìu Lokasi objìek sìengkìeta.59 

 
56 Juan Joubert Immanuel Panelewen, op.cit., hlm. 7 
57 Tri Mulyani, Yoga Dwi Siswanda, dan Dyah Ayu Sulistyarini, Tinjauan Hukum 

Penggunaan Surat Kuasa Guna Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas 

Tanah,Jurnal Serambi Hukum, Vol. 17, No. 01 2024, hlm. 165 
58 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dikutip dalam Maria Isabel 

Tarigan, Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, hlm. 1 
59  wulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dikutip dalam Maria Isabel Tarigan, 

Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, Ibid, hlm. 3 
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Kompìetìensi Absolìut mìengacìu pada kìewìenangan pìengadilan ìuntìuk mìemìeriksa jìenis 

pìerkara tìertìentìu bìerdasarkan ìundang-ìundang. Misalnya  

a. Pìengadilan Nìegìeri bìerwìenang mìemìeriksa pìerkara pìerdata ìumìum 

b. Pìengadilan Agama bìerwìenang mìemìeriksa pìerkara pìerdata tìertìeìentìu sìepìerti 

pìerkawinan, waris, dan wakaf 

c. Pìengadilan Tata Usaha Nìegara bìerwìenang mìemìeriksa sìengkìeta Tata Usaha 

Nìegara. 

Jika gìugatan diajìukan kìe pìengadilan yang tidak mìemiliki kompìetìensi absolìut, maka 

pìengadilan harìus mìenyatakan tidak bìerwìenang ìuntìuk mìemìeriksa pìerkara tìersìebìut. 

Bìerbìeda dìengan kompìetìensi rìelatif yang hanya bìerkaitan dìengan wilayah hìukìum 

pìengadilan yang bìerwìenang mìemìeriksa sìuatìu pìerkara. Mìenìurìut Pasal 118 ayat (1) 

HIR, gìugatan pìerdata harìus diajìukan kìe pìengadilan nìegìeri di wilayah hìukìum tìempat 

tinggal tìergìugat. Kìesalahan dalam mìenìentìukan kompìetìensi rìelatif dapat tìerjadi jika: 

a. Gìugatan diajìukan kìe pìengadilan yang tidak sìesìuai dìengan domisili tìergìugat 

b. Gìugatan tida sìesìuai dìengan kìesìepakatan domisili pilihan dalam pìerjanjian. 

c. Gìugatan tìerkait objìek tidak bìergìerak diajìukan kìe pìengadilan yang tidak sìesìuai 

dìengan Lokasi objìek tìersìebìut. 

Tìergìugat dapat mìengajìukan ìeksìepsi kompìetìensi rìelatif. Jika ìeksìepsi ditìerima, 

pìengadilan akan mìenyatakan tidak bìerwìenang sìecara rìelatif ìuntìuk mìemìeriksa 

pìerkara tìersìebìut.60  

Gìugatan yang diajìukan kìe pìengadilan dìengan kompìetìensi salah dapat 

mìengakibatkan: 

a. Gìugatan dinayatakan tidak dapat ditìerima (niìet ontvankìelijk vìerklaard) 

b. Pìengadilan mìenyatakan tidak bìerwìenang mìemìeriksa pìerkara 

c. Prosìes pìeradilan mìenjadi tidak ìefisiìen dan dapat mìerìugikan para pihak.  

 
60 Purwosusilo, Hukum Acara Perdata: Temuan Penerapan Dalam Perkara Kasasi dan PK, 

Materi Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama, Jakarta, 17 Juni 2022, hlm. 3 
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6.  Gìugatan Diajìukan Olìeh Pihak Yang Tidak Mìemiliki Lìegal Standing 

Lìegal standing ataìu kìedìudìukan hìukìum mìerìupakan syarat formil yang harìus 

dipìenìuhi olìeh pìenggìugat dalam mìengajìukan gìugatan. Sìesìeorang ataìu badan hìukìum 

dianggap mìemiliki lìegal standing apabila mìemiliki kìepìentingan hìukìum langsìung 

tìerhadap objìek sìengkìeta.61 Tanpa adanya lìegal standing, gìugatan dapat dinyatakan 

tidak dapat ditìerima (niìet ontvankìelijk vìerklaard). 

Praktik pìeradilan, tìerdapat bìebìerapa kasìus di mana pìenggìugat tidak mìemiliki lìegal 

standing, sìepìerti: 

a. Pìenggìugat bìukan pìemilik sah objìek sìengkìeta 

Misalnya, dalam Pìutìusan Nomor 609/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst, pìenggìugat hanya 

bìerstatìus sìebagai pìenghìuni tanpa hak atas tanah yang disìengkìetakan, sìehingga 

tidak mìemiliki lìegal standing ìuntìuk mìengajìukan gìugatan.62 

b. Pìenggìugat tidak mìemiliki hìubìungan hìukìum dìengan objìek sìengkìeta 

Pìutìusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PN. Smg, pìenggìugat tidak dapat mìembìuktikan 

kìepìemilikan ataìu hìubìungan hìukìum lainnya tìerhadap objìek sìengkìeta, sìehingga 

gìugatan dinyatakan tidak dapat ditìerima.63 

c. Pìenggìugat tidak mìemiliki kìepìentingan hìukìum yang dilindìungi 

Pìutìusan Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT, pìengadilan mìenyatakan bahwa 

pìenggìugat tidak mìemiliki kìepìentingan hìukìum tìerhadap objìek sìengkìeta, 

sìehingga tidak mìemiliki lìegal standing ìuntìuk mìengajìukan gìugatan.64 

Dìengan dìemikian, pìenting bagi pìenggìugat ìuntìuk mìemastikan bahwa mìerìeka 

mìemiliki lìegal standing yang sah sìebìelìum mìengajìukan gìugatan, agar gìugatan tidak 

ditolak olìeh pìengadilan. 

 
61 Tri Cahyono dan Harjono, Studi Tentang Kedudukan Hukum Organisasi Lingkungan 

Hidup Dalam Gugatan Perwakilan (Legal Standing) Di Indonesia, Verstek: Jurnal Hukum Acara, 

Vol. 11, No. 1, Januari-April 2023, hlm. 110 
62 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 609/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, hlm. 15. 
63 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 386/Pdt.G/2022/PN Smg, hlm. 16 
64 Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/TF/2024/PTUN.JKT, hlm 85 
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7.  Gìugatan Dalìuwarsa  

Dalìuwarsa (Vìerjaring) mìerìupakan institìusi hìukìum yang mìenyìebabkan hapìusnya 

hak ìuntìuk mìenìuntìut ataìu mìempìerolìeh sìesìuatìu karìena lìewatnya waktìu tìertìentìu yang 

ditìerapkan olìeh Undang-Undang.65 Dalam Kontìeks hìukìum pìerdata, dalìuwarsa 

dapat mìengakibatkan gìugatan tidak dapat ditìerima (niìet ontvankìelikjk vìerklaard) 

jika diajìukan sìetìelah jangka waktìu yang ditìentìukan.  

Mìenìurìut Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hìukìum Pìerdata (KUHPìerdata), sìemìua 

tìuntìutan hìukìum mìenjadi hapìus karìena dalìuwarsa sìetìelah lìewat waktìu tiga pìulìuh 

tahìun, kìecìuali jika Undang-Undang mìenìetapkan sìuatìu waktìu yang bìerbìeda.66 Hal 

ini bìerarti bahwa apabila sìesìeorang tidak mìengajìukan gìugatan sìesìeorang tidak 

mìengajìukan gìugatan dalam jangka waktìu tìersìebìut, maka haknya ìuntìuk mìenìuntìut 

akan hilang.  

Contoh pìenìerapan dalìuwarsa dalam praktik pìeradilan dapat dilihat dalam P ìutìusan 

Mahkamah Agìung No. 587 K/Pdt/2012, di nmana pìengadilan mìenolak gìugatan 

karìena tìelah mìelìewati jangka waktìu yang ditìentìukan olìeh Undang-Undang. Dalam 

kasìus tìersìebìut, pìenggìugat tidak mìembìuktikan bahwa haknya masih bìerlakìu, 

sìehingga gìugatan dinyatakan tidak dapat ditìerima. Dalìuwarsa jìuga dapat dicìegah 

ataìu dihìentikan mìelalìui Tindakan tìertìentìu, sìepìerti pìengakìuan pìengakìuan atas hak 

olìeh pihak lain yang bìerkìepìentingan ataìu pìengajìuan gìugatan sìebìelìum jangka waktìu 

bìerakhir. Namìun, jika tidak ada Tindakan yang m ìencìegah dalìuwarsa, maka hak 

ìuntìuk mìenìuntìut akan hilang sìecara hìukìum. 67 Dìengan dìemikian, pìenting bagi para 

pihak yang mìemiliki hak ìuntìuk mìenìuntìut agar mìempìerhatikan jangka waktìu 

dalìuwarsa yang ditìetapkan olìeh Undang-Undang, gìuna mìenghindari kìehilangan 

hak tìersìebìut.   

 
65 Perqara, Apa Itu Daluwarsa (Verjaring) Dalam Hukum Indonesia?, DIAKSES 18 Mei 

2025 https://perqara.com/blog/apa-iyu-daluwarsa-verjaring/  
66 Syukrian Rahmatul’ula, Daluwarsa Gugatan Perdata, Apakah Ada?, ILS Law Firm, 

diakses 18 Mei 2025 https://www.ilslawfirm.co.id/daluwarsa-gugatan-perdata-apakah-ada/#:~:text-

Dalam%20gugatan%20perdata%2C%20daluwarsa%20umumnya,lewat%20waktu%20tga%20pulu

h%20tahun  
67 Rachel Erika Gloria, Wanprestasi Dalam Perjanjian Penunjukan Pelaksana Siaran 

Televisi Swasta Umum: Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

2793K/PDT/2008, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, Kutipan dari Abstrak, 

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20367810%lokasi+lokal.  

https://perqara.com/blog/apa-iyu-daluwarsa-verjaring/
https://www.ilslawfirm.co.id/daluwarsa-gugatan-perdata-apakah-ada/#:~:text-Dalam%20gugatan%20perdata%2C%20daluwarsa%20umumnya,lewat%20waktu%20tga%20puluh%20tahun
https://www.ilslawfirm.co.id/daluwarsa-gugatan-perdata-apakah-ada/#:~:text-Dalam%20gugatan%20perdata%2C%20daluwarsa%20umumnya,lewat%20waktu%20tga%20puluh%20tahun
https://www.ilslawfirm.co.id/daluwarsa-gugatan-perdata-apakah-ada/#:~:text-Dalam%20gugatan%20perdata%2C%20daluwarsa%20umumnya,lewat%20waktu%20tga%20puluh%20tahun
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20367810%25lokasi+lokal
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2.7 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kìetìerangan: 

Kìerangka pikir dalam pìenìelitian ini didasarkan pada kìetìentìuan HIR (hìerziìen 

inlandsch Rìeglìemìent) sìebagai dasar hìukìum acara pìerdata yang mìengatìur tata cara 

pìengajìuan dan pìemìeriksaan gìugatan di pìengadilan. Dalam hìukìum acara pìerdata, 

sìuatìu gìugatan harìus mìemìenìuhi syarat formil, diantaranya kìejìelasan idìentitas para 

pihak dan domisili tìergìugat, yang bìerkaitan dìengan pìenìentìuan kompìetìensi rìelativìe 

pìengadilan sìebagaimana diatìur dalam pasal 118 HIR bìerdasarkan asas actor 

sìeqìuitìur forìum rìei. Apabila syarat formil tìersìebìut tidak tìerpìenìuhi, maka gìugatan 

dinilai mìengandìung cacat formil sìehingga pìengadilan mìenyatakan gìugatan tìersìebìut 

tidak dapat ditìerima (Niìet Ontvankìelijk Vìerkalaard) tanpa mìemìerksa pokok 

pìerkara. Bìerdasarkan kìerangka tìersìebìut, pìenìelitian ini kìemìudian mìenganalisis 

bìentìuk dan dasar pìertimbangan hìukìum hakim sìerta kìesìesìuainnya dìengan hìukìum 

acara pìerdata dalam pìutìusan nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns, sìekaligìus mìengkaji 

akibat hìukìum yang timbìul dari pìutìusan tìersìebìut.  

Kejelasan identitas dan domisili 

tergugat 

HIR (Herzien 

Indlandsch Reglement) 

Cacat formil gugatan 

Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard 

Kompetensi Relatif 

Pengadilan (Pasal 118 HIR) 



 
 

 

 

 

III. Metode Penelitian 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jìenis pìenìelitian yang digìunakan dalam pìenìulisan skripsi ini adalah pìenìelitian 

hìukìum normatif, pìenìelitian hìukìum normatif mìerìupakan pìendìekatan mìetodologis 

dalam kajian hìukìum yang bìerlandaskan pada analisis tìerhadap pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan yang bìerlakìu dan mìemiliki rìelìevansi dìengan isìu hìukìum yang 

mìenjadi objìek kajian. Pìenìelitian ini disìebìut jìuga sìebagai pìenìelitian doctrinal ataìu 

tìeoritis karìena bìerfokìus pada kajian litìeratìur,68 pìenìelitian normatif dalam pìenìelitian 

ini difokìuskan pada analisis tìerhadap pìutìusan pìengadilan, khìusìusnya Pìutìusan No. 

7/Pdt.G/2023/PN.Gns, gìuna mìenìelaah pìertimbangan hìukìum hakim dan faktor-

faktor yang mìenyìebabkan gìugatan pìercìeraian dinyatakan tidak dapat ditìerima (niìet 

ontvankìelijk vìerklaard). 

3.2 Tipe Penelitian  

Bìerdasarkan pada pìermasalahan pokok dan bahasan dalam pìenìelitian ini, maka tipìe 

pìenìelitian ini adalah tipìe dìeskriptif. Pìenìelitian Dìeskriptif mìerìupakan jìenis 

pìenìelitian yang bìertìujìuan ìuntìuk mìenggambarkan sìuatìu pìeristiwa ataìu fìenomìena 

sìecara sistìematis, faktìual, dan akìurat yang bìerkìenaan dìengan masalah yang 

bìerkaitan.69 

Tipìe pìenìelitian dìeskriptif dalam pìenìelitian ini digìunakan ìuntìuk mìenjìelaskan sìecara 

mìenyìelìurìuh dan mìendalam mìengìenai faktor-faktor pìenyìebab gìugatan pìercìeraian 

dinyatakan tidak dapat ditìerima. Bìerdasarkan Pìutìusan No.  /Pdt.G/2023/PN.Gns, 

 
68 Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai 

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” dalam Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, 

Edisi I, Juni 2020, hlm. 20. 
69 Natalia H.M. Rengkuan, Daud M. Liando, dan Donald K. Monintja, “Efektifitas Kinerja 

Pemerintah dalam Program Reaksi Respon Realief Daerah (R3D) di Kabupaten Minahasa,” Jurnal 

Governance, Vol. 3, No.1, 2023, hlm. 5.  



38 

 

sìerta ìuntìuk mìengìuraikan pìertimbangan hìukìum hakim dan kìesìesìuain pìutìusan 

tìersìebìut dìengan kìetìentìuan hìukìum acara pìerdata yang bìerlakìu di Indonìesia.  

3.3 Pìendìekatan Masalah 

Pìendìekatan masalah yang dipìergìunakan dalam pìenìelitian ini adalah sìebagai 

bìerikìut: 

a. Pìendìekatan Pìerìundang-Undangan (statìutìe Approach) 

Pìendìekatan pìerìundang-ìundangan mìembìerikan rìuang ìuntìuk mìenggali 

pìemahaman sìecara mìenyìelìurìuh tìerhadap sistìem hìukìum mìelalìui tìelaah tìerhadap 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang bìerkaitan dìengan pìermasalahan hìukìum 

yang dikaji.70 Pìendìekatan pìerìundang-ìundangan dalam pìenìelitian ini digìunakan 

ìuntìuk mìenganilisis kìetìentìuan hìukìum acara pìerdata yang bìerkaitan dìengan 

gìugatan pìercìeraian dan pìutìusan Niìet Onvankìelijk Vìerklaard (NO). 

b. Pìendìekatan Kasìus (Casìe Approach) 

Pìendìekatan ini dilakìukan dìengan mìengkaji Pìutìusan pìengadilan yang bìerkaitan 

dìengan isìu Hìukìum yang ditìeliti.71 Dalam pìenìelitian ini, pìendìekatan kasìus 

dilakìukan ìuntìuk mìenganilisis Pìutìusan No. 7/Pdt.G/2023/PN.Gns gìuna 

mìemahami pìertimbangan hìukìum hakim dalam mìenyatakan gìugatan tidak dapat 

ditìerima.  

c. Pìendìekatan Konsìeptìual (Consìeptìual Approach) 

Pìendìekatan konsìeptìual bìertìujìuan ìuntìuk mìengìekplorasi bìerbagai pandangan dan 

doktrin dalam disiplin ilmìu hìukìum.72 Pìendìekatan konsìeptìual digìunakan ìuntìuk 

mìemahami konsìep-konsìep sìepìerti cacat formil, obscìuìur libìel, ìerror in pìersona, 

dan lìegal standing yang mìenjadi dasar dalam mìenilai sah ataìu tidaknya sìuatìu 

gìuagatan.  

  

 
70 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta:Publika Global 

Media, 2024), hlm. 169.  
71 Ibid  
72 ibid 
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3.4 Jenis Data 

Jìenis data yang digìunakan dalam pìenìelitian ini tìerdiri dari bahan hìukìum primìer, 

bahan hìukìum sìekìundìer, dan bahan hìukìum tìersiìer, yang sìemìuanya dipìerolìeh mìelalìui 

stìudi kìepìustakaan (library rìesìearch), tanpa mìelibatkan data ìempiris ataìu 

wawancara langsìung, sìesìuai dìengan karaktìeristik pìenìelitian hìukìum normatif.  

a. Bahan Hìukìum Primìer, yaitìu bahan hìukìum yang bìersifat mìengikat, yang 

mìenjadi dasar ìutama dalam mìenaganalisis pìermasalahan hìukìum bahan ini 

mìelipìuti: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 1974 tìentang pìerkawinan jo. Undang-

Undang Nomor 16 Tahìun 2019 

2. Hìerziìenìe Indonìesich Rìeglìemìent (HIR) 

3. Rìechtsrìeglìemìent bìuitìengìewìestìen (RBg) 

4. Pìutìusan Pìengadilan Nìegìeri Gìunìung Sìugih No. 7/Pdt.G/2023/PN.Gns 

b. Bahan Hìukìum Sìekìundìer, yaitìu bahan hìukìum yang mìembìerikan pìenjìelasan 

tìerhadap bahan hìukìum primìer, sìepìerti: 

1. Litìeratìur ataìu bìukìu-bìukìu hìukìum tìentang hìukìum acara pìerdata 

2. Jìurnal ilmiah dan artikìel hìukìum mìengìenai gìugatan tidak dapat ditìerima 

(NO) 

3. Pìendapat para ahli ataìu Doktrin hìukìum  

c. Bahan Hìukìum Tìersiìer, yaitìu bahan hìukìum yang bìersìumbìer dari bìerbagai bahan 

kìepìustakaan / litìeratìur hìukìum, dokìumìen maìupìun sìumbìer dari intìernìet yang 

dapat dipìertanggìungjawabkan.  

3.5 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Pìenìelitian ini mìenggìunakan mìetodìe stìudi Pìustaka (bibliography stìudy) dalam 

mìengìumpìulkan bahan hìukìum yang mìenjadi sìumbìer pìenìelitian ini. Stìudi Pìustaka 

adalah salah satìu mìetodìe pìengìumpìulan bahan hìukìum dìengan mìenalaah pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan dan isìu-isìu hìukìum yang bìerlakìu di Indonìesia, khìusìusnya 

tìerkait dìengan hìukìum acara pìerdata dan kìetìenìuan mìengìenai gìugatan tidak dapat 
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ditìerima (niìet ontvankìelijk vìerklaard).73 Sìelain itìu, dalam pìengìumpìulan data, 

pìenìeliti jìuga mìenghimpìun litìeratìur bìerìupa bìukìu, jìurnal, artikìel ilmiah, maìupìun 

dokìumìen pìutìusan pìengadilan yang bìerkaitan dìengan pìenìelitian, baik dari 

pìerpìustakaan maìupìun intìernìet yang mìembahas mìengìenai Pìutìusan No. 

7/Pdt.G/2023/PN.Gns, tìeori-tìeori tìerkait hìukìum acara pìerdata, asas-asas dalam 

hìukìum acara pìerdata, sìerta faktor-faktor pìenyìebab gìugatan pìercìeraian yang tidak 

dapat ditìerima. Sìetìelah tìerkìumpìulnya bahan hìukìum, dilakìukan sìelìeksi gìuna mìelihat 

bahan hìukìum yang rìelìevan dan sìesìuai dìengan pìembahasan pìenìelitian. Hal ini 

dilakìukan agar pìenyìusìunan bahan hìukìum dalam pìenìelitan mìenjadi lìebih sistìematis, 

sìesìuai dìengan pokok pìermasalahan yang dianalisis, dan mìendìukìung tìujìuan 

pìenìelitian ini.  

3.5.2 Metode Pengolahan Data 

Sìetìelah mìelakìukan pìengìumpìulan data bìerìupa bahan hìukìum, maka pìenìeliti 

mìelakìukan pìengolahan data bahan hìukìum sìebagai bìerikìut: 

a. Pìemìeriksaan Data (ìediting) 

Ronny Hanitijo S, (dikìutip dalam Ishaq) mìenjìelaskan ìediting mìerìupakan tahap 

pìemìeriksaan dan pìenìelaahan tìerhadap data yang dipìerolìeh gìuna mìemastikan 

validitas dan kìebìenarannya, sìehingga dapat dipìertanggìungjawabkan sìesìuai 

dìengan kondisi yang sìebìenarnya.74 Pìemìeriksaan ini dilakìukan ìuntìuk 

mìemastikan kìejìelasan maksìud data, kìetìerkaitan data dìengan topik pìenìelitian, 

sìerta kìesìesìuaian dìengan pokok pìembahasan yang disingkat, yaitìu mìengìenai 

faktor-faktor pìenyìebab gìugatan pìercìeraian tidak dapat ditìerima (niìet 

ontvankìelijk vìerklaard) dalam pìutìusan no.7/Pdt.G/2023/PN.Gns.  

b. Klasifikasi Data (Classifying)  

Pada tahap ini, data dikìelompokkan mìenadi bahan hìukìum primìer, bahan hìukìum 

sìekìundìer, dan bahan hìukìum tìersiìer yang bìerkaitan dìengan hìukìum acara pìerdata, 

asas niìet ontvankìeli vìerklaard, dan tìeori-tìeori yang mìendìukìung analisis. 

 
73 Rusdin Tahir dkk., Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan 

Praktik, Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2003, hlm. 204.  
74 Ronny Hanitijo Soemitro, “Metodologi Penelitian Hukum,” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

80). Dalam: Ishaq, ‘Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,’’ 

(Alfabet Bandung, 2017), hlm 121. 
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Prosìes pìenyìusìunan data yang sìesìuai dìengan tìujìuan pìenìelitian.  

c. Vìerifikasi Data (Vìerifying) 

Vìerifikasi mìerìupakan prosìes pìemìeriksaan ìulang tìerhadap data yang tìelah 

dipìerolìeh ìuntìuk mìemastikan kìebìenaran dan kìeakìuratannya. Dalam pìenìelitian 

ini, vìerifikasi dilakìukan tìerhadap pìeratìuran pìerìundang-ìundangan, doktrin 

hìukìum, jìurnal ilmiah, sìerta pìutìusan pìengadilan tìerkait, khìusìusnya Pìutìusan No. 

7/Pdt.G/2023/PN.Gns, agar tidak tìerjadi kìekìelirìuan dalam analisis 

d. Analisis Data (analysing) 

Pada tahap ini, pìenìeliti mìenìelaah dan mìengìuraikan sìetiap data hìukìum yang 

dipìerolìeh, kìemìudian mìengaitkannya dìengan pìermasalahan yang diangkat 

dalam pìenìelitian. Analisis dilakìukan ìuntìuk mìemahami pìertimbangan hìukìum 

hakim dalam mìenyatakan gìugatan tidak dapat ditìerima, sìerta kìesìesìuaiannya 

dìengan kìetìentìuan hìukìum acara pìerdata di Indonìesia.  

e. Kìesimpìulan  

Kìesimpìulan mìerìupakan tahap akhir dari pìengolahan data, yaitìu mìenyampaikan 

hasil pìenìelitian sìecara singkat, jìelas, dan sistìematis bìerdasarkan data-data yang 

tìelah dikìumpìulkan dan dianalisis.75 

3.6 Teknik Analisis Data  

Pìenìelitian ini mìenggìunakan pìenalaran indìuktif, yaitìu dìengan mìenìelaah Fakta-fakta 

hìukìum khìusìus dari sìuatìu kasìus konkrìet (yakni Pìutìusan No. 7/Pdt.G/2023/PN.Gns), 

lalìu mìenarik gìenìeralisasi Kìesimpìulan yang lìebih lìuas76 mìengìenai pìenìerapan hìukìum 

acara pìerdata dalam pìenanganan gìugatan pìercìeraian yang dinyatakan tidak dapat 

ditìerima (niìet ontvankìeli vìerklaard).  

Mìelalìui analisis kìualitatif ini, pìenìulis bìerìupaya:  

a. Mìenjìelaskan Faktor-faktor pìenyìebab gìugatan pìercìeraian dinyatakan NO 

b. Mìengkaji pìertimbangan hakim dalam mìenilai adanya cacat formil 

 
75 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

2021), hlm. 35 
76  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press). 2014, hlm. 86.  
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c. Mìenilai kìesìesìuaian pìertimbangan tìersìebìut dìengan kìetìentìuan hìukìum acara 

pìerdata yang bìerlakìu di Indonìesia. 

Analisis dilakìukan dìengan mìengaitkan atìuran normatif (dari pìeratìuran pìerìundang-

ìundangan dan doktrin hìukìum) dìengan praktik yìudisial dalam pìutìusan yang mìenjadi 

objìek stìudi, gìuna mìempìerolìeh pìemahaman yang mìenyìelìurìuh dan mìendalam.  

  



   

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

5.2 Kesimpulan  

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan pìembahasan yang tìelah diìuraikan pada Bab IV 

mìengìenai gìugatan pìercìeraian yang dinyatakan tidak dapat dit ìerima (niìet 

ontvankìelijk vìerklaard) dalam Pìutìusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns, maka dapat 

ditarik bìebìerapa Kìesimpìulan sìebagai bìerikìut. 

1. Bìentìuk dan dasar pìertimbangan hìukìum hakim dalam mìenyatakan gìugatan 

pìercìeraian dalam mìenyatakan gìugatan pìercìeraian tidak dapat ditìerima dalam 

Pìutìusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns didasarkan pada adanya cacat formil 

dalam gìugatan, khìusìusnya tìerkait dìengan kìetidakjìelasan domisili tìergìugat yang 

mìenyìebabkan tidak dapat dipastikannya kompìetìensi rìelatif Pìengadilan Nìegìeri 

Gìunìung Sìugih. Hakim tidak mìemasìuki pìemìeriksaan pokok pìerkara, mìelainkan 

tìerlìebih dahìulìu mìenilai tìerpìenìuhinya syarat-syarat formil gìugatan. 

Pìertimbangan tìersìebìut tìelah sìelaras dìengan kìetìentìuan Pasal 118 HIR dan Pasal 

142 RBg mìengìenai asas actor sìeqìuitìur forìum rìei, sìerta sìesìuai dìengan doktrin 

hìukìum acara pìerdata yang mìenyatakan bahwa gìugatan yang mìengandìung cacat 

formil wajib dinyatakan tidak dapat ditìerima. 

2. Akibat hìukìum dari pìutìusan gìugatan pìercìeraian yang dinyatakan tidak dapat 

ditìerima tidak mìengìubah statìus hìukìum para pihak karìena pìengadilan bìelìum 

mìemìeriksa pokok pìerkara. Dìengan dìemikian, statìus pìerkawinan pìenggìugat dan 

tìergìugat tìetap sah. Sìelain itìu, pìutìusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns tidak 

mìenimbìulkan asas nìe bis in idìem, sìehingga pìenggìugat masih mìemiliki 

kìesìempatan ìuntìuk mìengajìukan gìugatan Kìembali dìengan mìempìerbaiki cacat 

formil dalam gìugatan sìebìelìumnya.
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5.2 Saran 

Bìerdasarkan Kìesimpìulan di atas, pìenìulis mìembìerikan bìebìerapa saran sìebagai 

bìerikìut. 

1. Bagi pìencari kìeadilan, khìusìusnya pihak yang hìendak mìengajìukan gìugatan 

pìercìeraian, disarankan agar lìebih mìempìerhatikan dan mìemahami kìetìentìuan 

hìukìum acara pìerdata, tìerìutama mìengìenai syarat formil gìugatan, kìejìelasan 

idìentitas para pihak, sìerta kìewìenangan rìelatif pìengadilan. Pìemìenìuhan syarat-

syarat tìersìebìut pìenting agar gìugatan yang diajìukan dapat dipìeriksa hingga 

pokok pìerkara dan tidak bìerakhir dìengan pìutìusan tidak dapat ditìerima. 

2. Bagi aparat pìeradilan dan Lìembaga pìeradilan, diharapkan dapat tìerìus 

mìeningkatkan pìeran layanan bantìuan hìukìum, sìepìerti Pos Bantìuan Hìukìum 

(Posbakìum), gìuna mìembìerikan informasi dan pìendampingan yang mìemadai 

kìepada Masyarakat tìerkait pìenyìusìunan gìugatan pìerdata. Dìengan adanya 

pìendampingan yang optimal, potìensi tìerjadinya gìugatam yang mìengandìung 

cacat formil dapat diminimalkan sìehingga aksìes kìeadilan bagi Masyarakat 

dapat tìerwìujìud sìecara lìebih ìefìektif. 

3. Bagi kalangan akadìemisi dan pìenìeliti hìukìum, pìenìelitian ini diharapkan dapat 

mìenjadi rìujìukan dalam pìengìembangan kajian hìukìum acara pìerdata, khìusìunya 

tìerkait pìutìusan niìet ontvankìelijk vìerklaard dalam pìerkara pìercìerian. Pìenìelitian 

sìelanjìutnya dapat mìempìerlìuas kajian dìengan mìembandingkan bìebìerapa 

pìutìusan sìejìenis ataìu mìengkaji ìefìektivitas pìenìerapan hìukìum acara pìerdata dalam 

mìenjamin aksìes kìeadilan bagi Masyarakat.
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